PERATURANDIREKTUR JENDERALBEA DAN CUKAI

SALINAN
NOMOR PER6/BC/2015
TENTANG

TATA CARA PENETAPAN KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN
SEMENTARA, PEMINDAHAN LOKASIPENIMBUNAN BARANG DI TEMPAT

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PENIMBUNAN SEMENTARA, DAN PENGENAAN SANKSI

DIREKTUR JENDERALBEA DAN CUKAI,

bahwauntuk melaksanakahketentuanPasal 34 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.04/2015 tentang
Kawasan Pabean Dan Tempat PenimbunanSementara,
perlu menetapkanPeraturan Direktur JenderalBea dan
Cukai tentangTata Cara Penetapa KawasanPabean dan
Tempat Penimbunan Sementara, Pemindahan Lokasi
PenimbunanBarang di Tempat Penimbunan Sementara,
dan Pengenaarsanksi;

1.UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubahdengan UndangUndangNomor 17 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 4661)

2. Peraturan Menteri KeuanganNomor 23/PMK.04/2015
tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan
Semetara,;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
TENTANG TATA CARA PENETAPAN KAWASAN PABEAN
DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA, PEMINDAHAN
LOKASI PENIMBUNAN BARANG DI TEMPAT PENIMBUNAN
SEMENTARA, DAN PENGENAAN SANKSI.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam PeraturarDirektur Jenderalini yang dimaksud
dengan:
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. Undangundang Kepabeanan adalah UndangUndang
Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanansebagaimana
telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun
2006.

. Daerah Pabean adalahwilayah Republik Indonesiayang
meliputi wilayah darat, perairandan ruang udara di
atasnya,sertatempattempattertentudi Zona Ekonomi
Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya
berlaku UndangUndangKepabeanan.

. Kawasan Pabean adalah kawasandengan batasbatas
tertentudi PelabuharLaut, BandarUdara, atau tempat
lain yang ditetapkan untuklalu lintas barang yang
sepenuhnyaberadadi bawah pengawasarDirektorat
JenderaBeadan Cukai.

. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat
digunakan untuk melayani kegiatanangkutan laut
danAtau angkutanpenyeberangayang terletakdi laut
ataudi sungai.

Pelabuhanadalah tempat yang terdiri atas daratan
dan/atau perairandengan batasbatastertentu sebagai
tempat kegiatan pemeintahan dan kegiatan
pengusahaamgang dipergunakansebagai tempatkapal
bersandarnaik turun penumpang, dan/atalbongkar
muat barang, berupaterminal dan tempat berlabuh
kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatardan
keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang
pelabuharsertasebagai tempatperpindaharintra dan
antarmoddransportasi.

Bandar Udara adalah kawasandi daratan danatau
perairan dengan batasbatas tertentu yang digunakan
sebagaitempat pesawatudara mendaratian lepos landas,
naik turun penumpang, bongkar muat barangdan
tempat perpindahanintra dan antarmodatransportasi,
yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatandan
keamanampenerbangarserta fasilitas pokok dan fasilitas
penunjandainnya.

. TempatLain Yang DitetapkanUntuk Lalu Lintas Barang
yang selanjutnyalisebufTempat Lain adalah:

a. tempatselain PelabuhanLaut dan Bandar Udara,
yang dipergunakanuntuk bongkar muat barang
impor danktau barangekspor;

b. kawasanperbatasaryang di dalamnyaterdapatpos
lintasbatasatau pos pemeriksaatintasbatas;
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c. tempatyang dipergunakaruntuk lalu lintas barang
impor dan/tau barang ekspor di kantor tempat
penyelesaiarkewajiban pabean atas layanan pos
sebagaimandimaksuddalam ketentuanperundang-
undangarmengengpos; atau

d. kawasan penunjangPelabuhanLaut atau Bandar
Udara yang ditunjuk oleh penyelenggargelabuhan
atau BandarUdara untuk lalu lintas barangimpor
dan/ataubarangskspor.

8. Penyelenggar#®elabuhan adalah otoritas pelabuhan
atau unit penyelenggarapelabuhan sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundag-undangan
mengenapelayaran.

9. Penyelenggar®8andar Udara adalah otoritas Bandar
Udara sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundangundanganmengenapenerbangan.

10. Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya
disingkat TPS adalah bangunan dan/atau lapangan
atau tempat lain yang disamakan dengan itu di
Kawasan Pabeanuntuk menimbunbarang,sementara
menunggypenuatanatau pengeluarannya.

11 PemindahanLokasi Penimbunan yang selanjutnya
disingkat PLP adalah pemindahanokasi penimbunan
barangmpor dari TPSAsal ke TPSTujuan.

12.TPS Asal adalahTPS tempatasal barangimpor yang
dilakukanPLP.

13.TPS Tujuan adalah TPS tempattujuan barangimpor
yang dilakukanPLP.

14.Sistem Tempat PenimbunanSementaraOnline yang
selanjutnyadisingkatSistem TPS Online adalahsistem
Pertukaran Data Elektronik antara Kantor Pabean
dengan TPS atas data yang berhubungandengan
pemasukardan pengeluararbarangke dan dai TPS
sertaadministrasiainnya.

15.Tingkat Penggunaan Lapangan Penumpukan (Yard
OccupancyRatig) yang selanjutnyadisingkatYOR adalah
perbandinganantara jumlah penggunaanlapangan
penumpukan dengan lapangan penumpukan yang
tersedia (siap operasi) yang dihitung dalam satuan
ton/har ataum3/har.

16.Tingkat PenggunaanGudang (Shed Occupancy Ratio)
yang selanjutnyadisingkat SOR adalah perbandingan
antarajumlah penggunaamuang penumpukandengan
ruang penumpukaryang tersediayang dihitung dalam
satuantonhariatau m3/hair.
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17. PertukaranData Elektronik yang selanjutnyadisingkat
POE adalah alir informasi bisnis secara elektronik
antar aplikasi, antar organisasi secara langsung
yangterintegrasimelaluijaringan kompute

18.Sistem Komputer Pelayanan Tempat Penimbunan
Sementargang selanjutnyadisingkatSKP TPS adalah
sistemkomputeryang digunakanoleh Kantor Pabean
dalam rangkapengawasarian pelayanarkepabeanan
di TPS.

19.SistemPintu Otomatis TPS adalah sistem pemasukan
atau pengeluararbarangsecaraotomatiske dan dai
TPSyang telah menerapkaiPSOnline.

20. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan
DirektoratJenderalBea dan Cukai tempatdipenuhinya
kewajban pabeansesuaidengan ketentuarUndarg-
Undang Kepabeana

21.Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah  Direktorat
JenderaBeadan Cukai.

22.Kantor Pelayanan Utama adalah Kantor Pelayanan
Utama Beadan Cukai.

23. Menteri adalahMenteri KeuangarRepublik Indonesia.

24.Direktur Jenderaladalah Direktur Jenderal Bea dan
Cukai.

25.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat
JenderalBea dan Cukai yang ditunjuk dalam Jabatan
tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu
berdasarkariJndangUndangKepabeanan.

BAB I
KAWASAN PABEAN

Bagian Kesatu

PermohonaRenetapan

Pasal

Kawasan di Pelabuhan_aut, BandarUdara, atau Tempat
Lain yang digunakanuntuk lalu lintas barang impor
danéatau barangekspor harusditetapkansebagaKawasan
Pabean.



Pasal3

Lokasi yang dapat diajukan penetapan sebagdfawasan
Pabearsebagaimandimaksuddalam Pasal 2:

a. dalam hal kawasanberadadi PelabuhanLaut atau

C.

BandarUdara paling kurangmeliput:

1. tempatbongkarmuat barangimpor danétau barang
ekspor dai/ke sarana pengangkut,sseperit apron
ataudermag

2. tempat penimbunanbarangimpor dan/atau barang
ekspor;

3. jalur lalu lintas barang impor dan/atau barang
ekspor antara tempat bongkar muatdan tempat
penimbunan;

4. tempat pemeriksaanfisik barang impor dan/atau
barangekspor;

5. area terminal kargo dan terminal penumpang
tujuaridaii luar DaerahPabeanjka ada; dan

6. jalur kedatangandan keberangkatanpenumpang
dan/atauvawak saranapengangkutujuan/dariluar
DaerahPabeanjika ada.

dalam hal kawasan berada di kawasanperbatasan,
melipui area mulai dai pintu masuk/keluadar/ke
luar negeri sampaidenganpintu masuk/keluake/dar
dalam neger pada pos lintas batas atau pos
pemeriksaatintasbatas.

dalam hal kawasanberadadi dry port atau terminal
barangpaling kurangmelipui:

1 tempatbongkarmuat barangimpor dan/atau barang
ekspordaii/ke saranapengangkut;

2. tempat penimbunanbarangimpor dan/atau barang
ekspor; dan

3.tempat pemeriksaanfisik barang impor dan/atau
barangekspor.

dalamhal kawasanberadadi kantor pos paling kurang
melipui:

1. tempatpembukaarkantongpos;

2. tempatkonsoldasibarangekspor, jika ada;
3. tempatpenimbunarbarangdan

4. tempatpemeriksaabarang.
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e. dalam hal Kawasan Pabean berada di kawasan

penunjangPelabuharLaut atau BandarUdara paling

kurangmeliputi:

1. tempatbongkamuatbarangmpor dan/&tau barang
ekspomaii/ke saranapengangkut;

2. ternpatpenimbunanbarangimpor dan/atau barang
ekspor;dan

3. tempat pemeriksaarfisik barangimpor dan/ atau
barangekspor.

Pasald

(1) Untuk memperolelpenetapansebagaiKawasan Pabean

(@)

®3)

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2, pengelola
PelabuhanlLaut, Bandar Udara, atau TempatLain
mengajukarpermohonarkepada:

a. KepalaKantor Wilayah melalui Kepala  Kantor
Pabeanatau

b. Kepala Kantor Pelayanardtama.

Permohonansebagaimanadimaksud pada ayat (1)

paling kurangmemuatatamengenai:

a. identitaspenanggungawab;

b. pengelola Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau
Tempatain;

c. lokasi kawasangan

d. batasbatasdan pintu keluar/masuk kawasanyang
dimintakanpenetaparsebagaKawasarPabean.

Dalam hal pengelola PelabuhanLaut, Bandar Udara,
atau Tempat Lain merupakan badan usaha,
permolonan sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
dilampiri denga:

a. fotokopi salinan akte pendirian perusahaansebagai
badanhukum yang ditandasahkamleh notaris,dan
perubahannygka ada;

b. fotokopi suratizin usahadai instansi terkaityang
ditandasahkanleh notais;

c. fotokopi bukti penetapansebagaiPelabuhanLaut
atau BandarUdara yang ditandasahkawoleh notais,
dalam hal kawasanberadadi PelabuhanLaut atau
BandarUdara;

d. fotokopi bukti status kepemilikan dan/&atau
penguasaankawasan yang ditandasahkan oleh
notars;

e. rekomendasi daii penyelenggarpelabuhanatau
Bandar Udara, dalam hal kawasan berada di
pelabuhamatau di Bandar Udara, kecuali terminal
khusus;
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f. fotokopi bukti pengukuharsebagaPengusahaena
Pajak yang ditandasahkanleh nataris; dan

g. gambardenahlokasi denganbates-batas yang jelas
dan tata ruangyang meliputi tempatpemtongkaran
dan pemuatarbarang.

(4) Dalam hal pengetla PelabuhanLaut, Bandar Udara,
atau Tempat Lain merupakan lembaga pemeintah,
permahanan sebagaimami@maksud pada ayat (1)
dilampiridengan:

a. fotokopi salinan keputusan tentang penetapan
lembaga pemerintah sebagai pengelola Pelabuhan
Laut, Bandar Udara, atau Tempat Lain atau
dokumen semacamitu, yang ditandasahkanoleh
notaris

b. fotokopi salinan keputusan tentang penunjukan
pejabatpenanggungawab yang ditandasahkaroleh
notaris misalnyasuratkeputusarientangpenetapan
pejabat sebagdiepaladinas atau unit pelaksana
teknis;

c. fotokopi bukti penetapansebagaiPelabuhanlLaut
atau BandarUdara yang ditandasahkanleh notaris
dalam hal kawasanberadadi PelabuhanLaut atau
BandarUdara;

d. fotokopi bukti status kepemilikan dan/atau
penguasaan kawasan yang ditandasahkan oleh
notaris dan

e. gambardenahlokasi denganbatasbatasyang jelas
dan tata ruangyang meliputi tempat pembongkaran
dan pemuatarbarang.

(5) Dalam hal permohanardiajukanoleh pengelolarempat

Lain yang merupakan:

a. tempat selain PelabuhanLaut dan Bandar Udara
yang dipergunakanuntuk bongkar muat barang
impor dan/tau barangekspor

b. kawasanperbatasaryang di dalamnyaerdapatpos
lintasbatasataupos pemeriksaahlintasbatas;atau

c. tempatyang dipergunakaruntuk lalu lintas barang
impor dan/atau barang ekspor di kantor tempat
penyelesaian kewajibanpabean atas layanan pos
sebagaimanaimaksuddalam ketentuanperundang-
undangarmengenapos,

persyaratarsebagaimandimaksudpadaayat (3) huruf

c atau ayat (4) huruf c digantikan dengan fotokopi

penetaparsebagatempatbongkarmuat ataulalu lintas

barangimpor darfatau barangeksporatau dokumen
semacanitu.
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(6) Dalam hal permohonardiajukanoleh pengelola Tempat
Lain yang merupakankawasanpenunjangPelabuhan
Laut atau Bandar Udara yang ditunjuk oleh
penyelenggarpelabuhanatau BandarUdara untuk lalu
lintas barang impor dan/atau barang ekspor,
persyaratarsebagaimandimaksudpada ayat (3) huruf
c atau ayat (4) huruf ¢ digantikan dengan dengan
keterangartertulis dari penyelenggardelabuhanatau
BandarUdara.

(7) Penyampaiarpermohonarsebagaimandimaksudpada
ayat (1) besertalampiransebagaimandimaksudpada
ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilakukan dalam
bentuk hardcopy dan softcopy berupahasil scan dari
dokumenasli atau fotokopi yang ditandasahkardalam
media penyimpandata elektronikatau media elektronik
lainnya.

(8) Permohonansebagaimanadimaksud pada ayat (1)
sesuai contoh format sebagaimanaitetapkan dalam
Lampiran | yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkanlari PeraturarDirekturJenderalini.

Bagian Kedua
Penelitiandan Penetapan

Pasab

(1) Terhadap permohonan sebagaimarmhmaksud dalam
Pasal 4 ayat (1), Kepala Kantor Pabeanatau Kepala
Kantor PelayanarUtama:

a. melakukan penelitian berkas termasuk
mencocokkarkesesuaiardata antara hardcopy dan
sojtcopy;dan

b. menugaskan Pejabat Bea dan Cukai untuk
melakukan pemeriksaarokasi atas kawasanyang
diajukanpenetapamsebagakawasan Pabean.

(2) Dalam hal terdapatketidaksesuaianata dan/atau
dokumen tidak lengkap, Kepala Kantor Pabearmatau
Kepala Kantor Pelayanan Utama memberitahukan
secara tertulis kepada pemohon untuk melakukan
perbaikardatadan/&atau melengkapdokumen.

(3) Pemeriksaanokasi sebagaimanalimaksud pada ayat
(1) huruf b meliputi:
a. kebenaratokasi kawasan;
b. kesesuaiangambar denah lokasi dan tata letak
(layoud;
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c. kesesuaian batasbatas kawasan serta pintu
masuk/keluar;

d. ketersediaan sarana dan prasarana untuk
pelaksanaanugas kepabeanadan

e. kondisikawasarsecaraumum.

(4) Hasil pemeiksaanlokasi sebagaimandimaksudpada
ayat (3) dituangkanke dalam berita acara pemeriksaan
lokasi sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran |l yang merupakanbagianyang tidak
terpisahkarlari PeraturarDirekturJenderalini.

(5) Berdasarkanhasil pemeriksaanlokasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pabean
meneruskan permohonan kepada Kepala Kantor
Wilayah disertairekomendasmengenai:

a. kelayakankawasanyang akan ditetapkansebagai
KawasarPabeandan

b. pertimbangan kesiapan Kantor Pabean terkait
denganpelayanardan pengawasakepabeanan.

(6) Penerusanpermohonansebagaimanalimaksud pada
ayat (5) berupasoftcopyhasil scandari:
a suratpenerusan;
b. berkaspermohonamngan
c. beritaacarapemeriksaaltokasi,
dan dilakukan dalam jangka waktupaling lama 10
(sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan
diterimasecardengkapdengarsurat pengantar.

(7) Surat penerusarsebagaimanaimaksudpadaayat (5)
sesuai contoh formatsebagaimanaditetapkan dalam
Lampiran Ill yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkardari PeraturarDirekturJenderalini.

(8) Berdasarkan penerusan permohonan sebagaimana
dimaksudpadaayat (5), Kepala Kantor Wilayah:

a. melakukan penelitian pemenuhan persyaratan
administratif terhadapberkas permohonan,berita
acara pemeriksaanokasi, dan rekomendasidari
Kepala Kantor Pabeandan

b. menugaskan pejabat Bea dan Cukai untuk
mela&kukan pemeriksaan lokasi, dalam hal
diperlukan.

(9) Kepala Kantor Wilayah/KepalaKantor PelayanariJtama
atas nama Menteri memutuskan persetujuaatau
penolakan atas permohonan sebagaimardimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) dalam jangka waktu paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak
permohonan diterimsecardengkapdi Kantor Pabean.
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(10)Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Kantor
Wilayah/Kepala Kantor PelayananUtama atas nama
Menteri menerbitkankeputusan mengenaipenetapan
sebagai Kawasan Pabean sesuai contoh format
sebagaimanaditetapkan dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
PeraturarDirekturJenderalni.

(IDDalam hal  permohonan ditolak, Kepala Kantor
Wilayah/Kepala Kantor PelayananUtarna atas nama
Menteri menyampaikan surat pemberitahuanyang
menyebutkaralasan penolakan,sesuaicontoh format
sebagaimana itttapkan dalam Lampiran V yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
PeraturarDirekturJenderalni.

Bagan Ketiga
Saranalan Prasarandi KawasanPabean

Pasab

(1) Pengelola Kawasan Pabean harus menyediakarsarana
dan prasarana untuk terselenggaranyakegiatan
pelayanardan pengawasakepabeanan.

(2) Saranadan prasaranasebagaimanalimaksud pada
ayat (1) berupa:

a. ruangardan atau areayang dipergunakaruntuk:

1. pelayana dan penyelenggaraaadministrasi;

2. pemeriksaan terhadap barangyang tidak
ditimbun di TPS meliputi barangbawaan
penumpang,awak sarana pengangkutdan
pelintasatas;
pemeriksaabadan;
penimbunanbarang penumpang,awak sarana
pengangkut,dan pelintas batas yang belum
diselesaikankewajiban pabeannyadan barang
tegahandan

5. pengawasan;

b. kamera Closed Circuit Television (CCTV) yang
memiliki kemampuammenyimpardata paling singkat
untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelumnyadan
dapatdiaksesleh PejabatBeadan Cukai.

koW
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Bagian Keempat

LarangarnPenimbunarnli KawasanPabean

Pasal7

(1) Barangselain barangimpor dan/atau barang ekspor
dilarang untuk dimasukkan dan/atau ditimbun di
KawasarPabeankecualiuntuk:

a. tujuan pengangkutaselanjutnyaatau
b. kegiataroperasionatlalamKawasarPabean.

(2) Dalam hal barang yang digunakan untuk kegiatan
operasional dalam Kawasan Pabean sebagaimana
dimaksudpada ayat (1) huruf b merupakanbarangyang
berasaldari impor, kewajiban pabeanatas barangyang
bersangkutararusdiselesaikarterlebih dahulu.

(3) Kepala - Kantor , Pabean menyampaikan peringatan
tertulis kepada pengelola Kawasan Pabean yang
memasukkamanatau menimbunbarangselainbarang
impor dan/atau barangeksporsebagaimanaimaksud
padaayat (1).

(4) Surat peringatantertulis kepadapengelola Kawasan
Pabean dibuat sesuai contoh format sebagaimana
ditetapkandalam LampiranVI yang merupakanbagian
yang tidak terpisahkardari PeraturarDirekturJenderal
ini.

Bagian Kelima
Perubahamata KawasarPabean

PasalB

(1) Dalam hal terdapat perubahan terhadap data
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),
pengelola Kawasan Pabean harus memberitahukan
perubahardatatersebutkepadaKepala Kantor Pabean
yang mengawasKawasanPabean.

(2) Dalam hal perubahardatasebagaimandimaksudpada
ayat (1) menyangkut batasbatas dan pintu
keluar/masuk KawasarPabearsebagaimandimaksud
dalamPasal 4 ayat (2) huruf d, Kepala Kantor Pabean
yang mengawasharusmelakukampemeriksaatokasi.

(3) Kepala Kantor Pabeanyang mengawasKawasan Pabean
menyampaikamperubahandata sebagaimanalimaksud
pada ayat (1) kepadaKepala Kantor Wilayah.
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(4) Penyampaianperubahan data sebagaimanadimaksud
pada ayat (3) dikecualikan dalam hal Kantor Pabean
merupakarkKantor PelayananUtama.

(5) Perubahan data yang diberitahukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar
perubahan keputusamengenai penetapaKawasan
Pabeanyang bersangkutan.

(6) Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan
Pabean memberikan peringatan tertulis kepada
pengelola Kawasan Pabeandalam hal data sebagaimana
dimaksuddalam Pasal4 ayat (2) tidak sesuaiagi.

(7) Surat peringatantertulis kepada pengelola Kawasan
Pabean dibuat sesuaicontoh format sebagaimana
ditetapkandalam Lampiran VI yang merupakanbagian
yang tidak terpisahkardari PeraturarDirektur Jenderal
ini.

Bagian Keenam
PencabutafPenetapaSebagaiKawasan Pabean
Pasalb

(1) Keputusan. mengenai penetapan sebagai Kawasan

Pabeandicabutdalam hal:

a. tidak ada kegiatankepabeanardi Kawasan Pabean
dalam Jangka waktu 12 (dua belas) BULAN
secaraerusmenerus;

b. pengelola Kawasan Pabean terbukti bersalah
melakukantindak pidana di bidang kepabeanalyang
telah mempunyakekuatarhukumtetap;

c. pengelolaKkawasanPabeandinyatakanpailit;

d. pengelola Kawasan Pabean mengajukanpermohonan
untuk dilakukanpencabutamtau

e. berdasarkarketerangartertulis dari penyelenggara
pelabuhanatau BandarUdara tidak diperlukan lagi
kawasan penunjang Pelabuhan Laut atau Bandar
Udara sebagaiKawasan Pabean.

(2) Berdasarkanketentuan sebagaimanalimaksud pada
ayat (1), Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian
dan mengusulkanpencabutankepadaKepala Kantor
Wilayah dalam hal alasanpencabutamerpenuhi.

(3) Kepala Kantor Wilayah/KepalaKantor PelayananUtama
atasnama Menteri menerbitkankeputusan mengenai
pencabutaratas penetaparsebagai Kawasan Pabean
sesuaicontoh format sebagaimanalitetapkan dalam
Lampiran VIl yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkamari PeraturarDirekturJenderaini.
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BAB Il
TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA
Bagian Kesatu

PermohonarPenetapan

PasallO

(1) Untuk memperolehpenetapansebagailPS, pengusaha
tempat penimbunan mengajukan Permohonan
penetapan suatbangunandaratau lapanganatau
tempatlain yang dtsamakandenganitu sebagaiTPS
kepada:

a. Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor
Pabeanatau
b. KepalaKantor PelayanaJtama.

(2 Permohonan sebagaimanadimaksud pada ayat (1)

paling kurangmemuadatamengenai:

a identitaspenanggungawab;

b. badanusaha;

c. lokasi tempatpenimbunandan

d. ukuranluasdan/atau daya tampung(volume) serta
batasbatas tempat penimbunanyang dimintakan
penetaparsebagail PS.

(3) Permohonan sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan:

a. fotokopi salinanakte pendirianperusahaansebagai
badanhukum yang ditandasahkamleh notaris, dan
perubahannygka ada,;

b. fotokopi suratizin usahadari instansi terkait yang
ditandasahkanleh notaris;

c. fotokopi suratizin dari pemerintahdaerahsetempat
yang ditandasahkanleh notaris;

d. fotokopi bukti kepemilikanatas tempat penimbunan
atau penguasaan atatempat penimbunanpaling
singkat 2 (dua) tahun yang ditandasahkan oleh
notaris

e. rekomendadiari penyelenggarapelabuhan atau
BandarUdara, dalam hal tempatpenimbunarberada
di pelabuharataudi BandarUdara, kecuali terminal
khusus;

f. fotokopi bukti pengukuharsebagai Pengusahakena
Pajakyang ditandasahkanleh notaris;
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gambardenahlokasi dan tata ruangyang meliputi
tempat penimbunanbarang impor, barang ekspor,
barangasal DaerahPabearyang diangkutke tempat
lain dalam Daerah Pabean melalui luar Daerah
Pabean, tempat pemeriksaanfisik barang, ruang
kerja Pejabat Bea dan Cukai, dan/atautempatlain
yang menunjangkegiatanpengelolaamPS;

h. daftar peralatan dan fasilitas penunjang kegiatan

usaha yang dimiliki dan surat pernyataan
kesangguparuntuk menyediakan peralatamlan
fasilitas yang memadai sesuai contoh format
sebagaimanaditetapkan dalam Lampiran IX yang
merupakanbagian yang tidak terpisahkandari
PeraturarDirekturJenderalni;

. datamengenaprofil perusahaaftcompanyprofile);

surat pernyataaryang ditandasahkaroleh notaris
mengenai kesanggupan melunasi bea masuk
dan/atau cukai, sanksiadministrasiberupadenda,
sertapajak dalam rangkaimpor, dalamhal terdapat
kewajiban pelunasanoleh pengusahaPS, sesuai
contoh format sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran IX yang merupakanbagian yang tidak
terpisahkardari PeraturarDirekturJenderalni; dan

surat keterangardari pengelola Kawasan Pabean
tentang penggunaarbangunandan/atau lapangan
atautempatiain yang disamakandenganitu, dalam
hd pengusahdempatpenimbunanbukan pengelola

KawasarPabean.

(4) Dalam hal tempat penimbunan berupa tangki
penimbunan, selain harus melampirkan dokumen
sebagaimanaimaksudpadaayat (3). permohonaruga
dilampiridengan:

a. hasil peneraamatastangki penimbunardari instansi

b.

yangberwenang;dan

daftaralat ukuryang dimiliki disertaihasil peneraan
atasalat ukur dari instansiyang berwenangatau
surat pernyataarsanggupuntuk menyediakaralat
ukuryang memadai.

(5) Dalam hal tempatpenimbunanakan digunakaruntuk
menimbun barang secara curah, selain harus
melampirkan dokumen sebagaimanadimaksud pada
ayat (3), permohonarjuga dilampiri dengandaftar alat
ukur yang dimiliki disertaihasil peneraamatasalat ukur
dari instansiyang berwenancatau surat pernyataan
sanggupuntuk menyediakaalat ukuryang memadai.
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(6) Penyampaiapermohonarsebagaimanaimaksud pada
ayat (1) besertalampiransebagaimandimaksudpada
ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan dalam bentuk
hardcopy,dan softcopyberupahasil scan dari dokumen
asli atau fotokopi yang ditandasahkardalam media
penyimpan. data elektronik atau media elektronik
lainnya.

Bagian Kedua
Penelitiandan Penetapan

Pasalll

(1) Terhadappermohonansebagaimanalimaksud dalam
PasallOayat (1), KepalaKantor Pabean:
a. melakukanpenelitianberkas termasuknencocokkan
kesesuaianlataantarahardcopydan softcopy; dan
b. menugaskan Pejabat Bea dan Cukai untuk
melakukan pemeriksaan lokasi atas tempat
penimbunaryang diajukan penetaparsebagail PS.

(2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaiandata dan/atau
dokumen tidak lengkap, Kepala Kantor Pabean
menberitehukan secaratertulis kepadapemohoruntuk
melakukan perbaikan data danatau melengkapi
dokumen.

(3) Pemeriksaariokasi sebagaimanaimaksud pada ayat
(1) hurufb meliputi:
a. jenis tempatpenimbunan;
b. ukurandan kapostastempatpenimbunan,;
c. batasbatas tempat penimbunan dan pintu
masuk/keluar;
. kondisi tempatpenimbunan;

pemisahan penimbunabarang dan pembatasnya

meliputi:

1. barangimpor;

2. barangekspa;

3. barangimpor atau barangekspor yang akan
diangkutianjut;

4. barang asal Daerah Pabeanyang diangkut ke
tempatlain dalam DaerahPabeanmelalui luar
DaerahPabean;

5. barang berbahayanerusak,memiliki sifat yang
dapat mempengaruhtbarang lain darfatau
memerlukannstalaskhusus;dan

6. peti kemaskosory;

f. ketersediaannempatdan saranauntuk pemeriksaan
fisik;

D Q
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g. ketersediaan sarana dan prasarana untuk
pel sanaatugaskepabeanarman

h. kesesuaia gambardenahlokasi dan layout dengan
kondisifisik tempatpenimbunan;

(4)Hasil pemeriksaarnokasi sebagaimandimaksudpada
ayat (1) huruf b dituangkanke dalam berita acara
pemeriksaariokasi sesuaicontohformat sebagaimana
ditetapkandalam LampiranX yang merupakanbagian
yang tidak terpisahkardari PeraturanDirektur Jenderal
ini.

(5)Berdasarkanhasil pemeriksaan lokasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3). Kepala Kantor Pabean
meneruskan permohonan kepada Kepala Kantor
Wilayah disertairekomendasinengenai:

a kelayakartempatpenimbunaryang akanditetapkan
sebagalempatPenimbunarsementas dan

b. pertimbangan kesiapan Kantor Pabean terkait
denganpelayanaran pengawasakepabeanan.

(6) Penerusanpermohonansebagaimanalimaksud pada
ayat (5) berupasoftcopyhasil scandari:
a. suratpenerusan;
b. berkaspermohonancgan
c. beritaacarapemeriksaatokasi,
dan dilakukan dalam jangka waktupaling lama 10
(sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan
diterimasecardengkapdengarsurat penganta

(7) Surat penerusarsebagaimandimaksudpada ayat (5)
sesuai contoh format sebagaimanalitetapkan dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkamlari PeraturarDirektur Jenderalini.

(8)Berdasarkan penerusan permohonan sebagaimana
dimaksudpada ayat (5). Kepala Kantor Wilayah:

a melakukan penelitian pemenuhan persyaratan
administratif terhadapberkas permohona. berita
acara pemeriksaarniokasi dan rekomendasidari
Kepala Kantor Pabeandan

b. menugaskan pejabat Bea dan Cukai untuk
melakukan pemeriksaan lokasi, dalam hal
diperlukan.

(9) Kepala Kantor Wilayah/KepalaKantor PelayanarJtama
atas nama Menteri memutuskan persetujuaatau
penolakan atas permohonansebagaimanadimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) dalam jangka waktu paling
lambat. 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak
Permohonarditerimasecaralengkapdi Kantor Pabea.
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(10 Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Kantor

Wilayah/Kepala Kantor Pelayanan Utama atasama
Menteri menerbitkankeputusan mengenai penetapan
sebagai TPS sesuai contoh format sebagaimana
ditetapkandalam LampiranXl yang merupakanbagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderaini.

(11)Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Kantor

(1)

()

©)

(4)

Wilayah/KepalaKantor PelayananUtama atas nama
Menteri menyampaikan surat pemberitahugang
menyebutkanalasan penolakan sesuacontoh format
sebagaimanaditetapkan dalam Lampiran V yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
PeraturarDirekturJenderatni.

Pasall2

Keputusan mengenai penetapan sebagai TPS

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (10)

berlakudalamjangkawaktu:

a. 5(lima) tahun;atau

b. sampai dengan berakhirnya masa penguasaan,
dalamhal masapenguasaasebagaimandimaksud
dalamPasal 10 ayat (3) huruf d kurangdari 5 (lima)
tahun.

Untuk dapatdiberikanperpanjangampenetaparsebagai
TPS. Pengusahda PS harus mengajukan permohonan
perpanjanganpenetapanTPS sebelum jangka waktu
penetapan sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
berakhir.

Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diajukankepada:

a. Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor
Pabeanatau,

b. KepalaKantor PelayanarUtama,

dilengkapi dengan bukti perpanjangan masa

penguasaan,dalam hal masa penguasaan telah

berakhir.

Permohonan perpanjangan penetapan sebagai TPS
sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai
contohformat sebagaimanaitetapkandalam Lampiran
XIl yang merupakarbagian yang tidak terpisahkardari
PeraturarDirekturJenderalni.
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Terhadap permohonan perpanjangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pabean atau

KepalaKantor PelayanarJtama

a melakukanpenelitianberkastermasukmencocokkan
kesesuaiadata antarahardcopydan softcopy;dan

b. menugaskan Pejabat Bea dan Cukai untuk
melakukanpemeriksaarokasi atasTPS, dalam hal
diperlukan.

Dalam hal terdapat ketidaksesuaiandata dan/atau
dokumentidak lengkg, Kepala Kantor Pabean atau
Kepala Kantor Pelayanan Utama memberitahukan
secara tertulis kepada pemohon untuk melakukan
perbaikardata darfataumelengkapdokumen.

Berdasarkanpermohonan perpanjangasebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pabean
meneruskanpermohonan perpanjangatepadaKepala
Kantor Wilayah disertai rekomendasi mengenai
kelayakanTPS.

Penerusan permohonan perpanjangan sebagaimana
dimaksudpada ayat (7) berupasoftcopyhasil scan dari:
a suratpenerusan;

b. berka permohonarperpanjangangan

c. berita acarapemeriksaalokasi, jika adg,

dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10
(sepuluh) hari kerja terhiung sejak permohonan
perpanjangaditerimasecaralengkapdengansurat
pengantar.

Berdasarkan penerusan permohonan perpanjangan
sebagaimanalimaksud pada ayat (7), Kepala Kantor
Wilayah:

a. melakukan penelitian pemenuhan persyaratan
administratif terhadapberkas permohonan, berita
acara pemeriksaanlokasi, dan rekomendasidari
KepalaKantor Pabea; dan

b. menugaskan Pejabat Bea dan Cukai untuk
melakukan pemeriksaan lokasi, dalam hal
diperlukan.

(10) Kepala Kantor Wilayah/KepalaKantor PelayanariJtama

atas nama Menteri memutuskan persetujuastau
penolakanperpanjangarpenetaparnsebagai TPS dalam
jangka waktu paling lambat30 (tiga puluh) hari kerja
terhitung sejak permohonan perpanjangan diterima
secardengkapdi Kantor Pabean.
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(IDDalam hal Permohonan disetujui, Kepala Kantor
Wilayah/Kepala Kantor PelayanariJtama atas nama
Menteri menerbitkan keputusan mengenai
perpanjanganpenetapansebagaiTPS sesuai contoh
format sebagaimanaditetapkan dalam Lampiran XIlI
yang merupakanbagian yang tidak terpisahkandari
PeraturarDirekturJenderalni.

(12)Dalam hal Permohonan ditolak, Kepala Kantor
Wilayah/KepalaKantor PelayananUtama atas nama
Menteri menyampaikan suratpemberitahuanyang
menyebutkamlasanpenolakan.

Bagian Ketiga
PenimbunarBarangdi TPS

Pasall3

(1) Penimbunanbarang di dalam TPS harus dipisahkan
antarabarangimpor, barangekspor,dan barangasal
Daerah Pabeanyang diangkut ke tempatlain dalam
DaerahPabeammelaluiluar DaerahPabean.

(2) Pemisaharbarangsebagaimandimaksudpada ayat (1)
dilakukandengancara:

a. untukTPS berupa lapangapenimbunaratau gudang
penimbunan dilakukamlengan cara dibuatkanpagar
pembatagpermanerdanatau semi permanendengan
tinggi sekurangkurangny& (dua) meter; dan

b. untuk TPS berupalapanganpenimbunarpeti kemas,
dibuatkantanda batas dalam bentuk garis warna
kuning yangjelastidak terputusdengan:
l.lebar sekurangkurangnya 20 (dua puluh)

centimetergan
2.jarak dengan peti kemasyang ditimbun sekurang-
kurangnyal (satu) meter.

(3) Penimbunan barang dalam TPS berupa tangki
penimbunarerlakuketentuan:

a. barangmpor dan barangekspor tidak dapatditimbun
dalam 1 (satu) satu tangkiyang sama;

b. barang impor denganpengangkutarn(shipment)y ang
berbeda dapat ditimbun dalam 1 (satu) tangki yang
samasepanjangnemiliki jenis dan spesifikasi sama,;
dan

c. barangekspor dengan pengangkutar{shipment) yang
berbeda dapat ditimbun dalam 1 (satu) tangki yang
samasepanjangemilikijenis dan spesiflkassama.
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(4) Barangbarangberbahaya,merusak, dan/atau yang
memiliki sifat dapat mempengaruhbarangbarang lain
atau yang memerlukan instalasi atau penanganan
khusus, harusditimbundi tempat khususdalam TPS
yang disediakaruntukitu.

(5) Peti kemas kosong harus ditimbun di tempat khusus
dalam TPS yangdisediakarnuntukitu.

Pasall4

(1) Peti kemas atau kemasarbaranglainnya yang ditimbun
di TPS hanya dapat dibuka untuk kepentingan
pemeriksaariisik barangdan/atau pengambilarcontoh
barangdalam rangka pemeriksaanpabean danatau
pemeriksaakarantina.

(2) Bersamaandengan pemeriksaanfisik barang dalam
rangka pemeriksaanpabean sebagaimanadimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan pemeriksaanbarang
dalam rangka kekarantinaasecaraerpadu.

(3) Dalam hal terdapat permohonartertulis dari pemilik
barangatau kuasanya,Kepala Kantor Pabean dapat
memberikanpersetujuanuntuk membukapeti kemas
atau kemasan barang untuk tujuan selain yang
dimaksudpadaayat (1).

Pasall5

(1) Penimbunarbarangdi TPS paling lama 30 (tiga puluh)
hari terhitungsejak tanggal penimbunan.

(2) Dalam hal terhadap barang dilakukan pemindahan

lokasi penimbunarke TPSlain di:

a. Kawasan Pabean yang sama, jangka waktu
penimbunansebagaimanalimaksud pada ayat (1)
dihitungsejak ditimbundi TPSasal; atau

b. Kawasan Pabean lain, jangka waktu penimbunan
sebagaimanaimaksudpada ayat (1) dihitung sejak
ditimbundi TPSdi KawasanPabeanlain.

Bagian Keempat
Pemindahahokasi Penimbunan

Pasall6

(1) Barang impor yang ditimbun di TPSdi pelabuharmatau
Bandar Udara tempat pembongkaran dan belum
diselesaikarkewajiban pabeannya dapatilakukanPLP
ke TPS lain yang berada dalam satu wilayah
pengawasaKantor Pabean,dalam hal:
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a. tingkat penggunaan lapangapenumpukan (yard
occupancy ratio) atau tingkat penggunaangudang
(shed occupancyratio) TPS sama denganatau lebih
tinggi dari batas standar utilisasi fasilitas yang
ditetapkan oleh instansi teknis yang bertanggung
jawab di bidangpelabuharatau BandarUdara.

b. TPS di pelabuhan atau Bandar Udara tempat
pembongkaran:

1. tidak tersediatempat khusus yang digunakan
untuk menimbun barantparang konsolidasi,
barang berbahaya, barangang memiliki sifat
merusak atau mempengaruhi baranglain,
danatau barangyang memerlukaninstalasi atau
penanganakhususatau

2. tersediatempat khusus yang digunakanuntuk
menimbunbarangbarangsebagaimanaimaksud
pada angka 1, tetapi tingkat penggunaan
kapodtas sama denganatau lebih tinggi dari
batasstandarutilisasifasilitas;

c. barangimpor dalam 1 (satu)masterairway bill yang
ditujukan kepada perusahaagasa pengurusan
transportasi  (freight forwarder) darfatau
penyelenggarposyang berkedudukanTP&iin;

d. barang impor yang karena karakteristiknya
memerlukanpelayanansegera(rush handling yang
akan dikeluarkanmelalui TPS lain yang khusus
disediakaruntuk pelayanamsegera,;

e. barang impor dalam kantong pos yang akan
diselesaikankewajiban pabeannyamelalui TPS lain
yang khususdigunakaruntuk layanarpos; atau

f. berdasarkan pertimbanganKepala Kantor Pabean
dimungkinkanterjadi stagnasiatau terjadi keadaan
darurat setetah mendapatkan masukan dari
Pengusahd PS.

PLP sebagaimanalimaksud pada ayat (1) diberikan
dalam hal barangimpor yang bersangkutanbelum
diajukanpemberitahuampabearimpor.

PengusahalPS Asal mengajukan permohonanPLP

sebagaimanadimaksud pada ayat (1) kepada Kepala

Kantor Pabean u.p. pejabat yang menangani

administrasimanifesdenganmencantumkan:

a.alasan permohonanPLP sebagaimanadimaksud
padaayat (1);

b. namalrPSAsal dan namarPSTujuan;

c. keterangaratau data mengenakkOR atau SOR TPS
Asal dan TPSTujuan;
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d. nomor dan tanggalBC 1.1; dan
e. nomor, ukuran, dan jumlah peti kemasatau jenis
dan jumlahkemasan.

(4) PengajuarpermohonarPLP karenaalasansebagaimana
dimaksudpada ayat (1) huruf ¢, huruf d, dan huruf e,
dapatdilakukanoleh pengusah@PSTujuan.

(5) Permohonansebagaimanadimaksud pada ayat (3)
disampaikardalambentuktulisan di atasformulir atau
dalambentukdataelektronk.

(6) Dalam hal Kantor Pabearielah menerapkarBistemTPS
Online, permohonarsebagaimanaimaksudpadaayat
(3) harusdisampaikamnlalambentukdataelektronik.

(7) Barang impor sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
hanyadapatdilakukanl (satu) kali PLP, kecualidalam
hal terjadikeadaamlarurat.

(8) Selain PLP sebagaimanaimaksud pada ayat (1), PLP
dilakukanterhadapbarangyang ditimbun di TPS yang
keputusan mengenai penetapan sebagai TPS telah
berakhir atau dicabut.

(9) PermohonarPLP sebagaimanaimaksudpada ayat (3)
dibuat sesuaicontohformat sebagaimana ditetapkan
dalamLampiranXIlV yang merupakarbagianyang tidak
terpisahkardari PeraturarDirekturJenderalni.

Pasal7

(1) Terhadap permohonan PLP sebagaimanadimaksud
dalam Pasal 16 ayat (3) atauayat (4), PejabatBea dan
Cukaiyang menanganadministrasimanifesmelakukan
penelitian
a. pemenuhan persyaratan sebagaimanadimaksud

dalamPasal 16 ayat (1); dan
b. penyelesaian kewajiban pabean sebagaimana
dimaksuddalamPasal 16 ayat (2).

(2) PejabatBea dan Cukai yang menanganiadministrasi
manifesatas namakKepala Kantor Pabeamemutuskan
persetujuanatau penolakandalam jangkawaktu paling
lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima
secardengkap.

(3) Dalam rangka optimalisasi pelayanan dan/atau
pengawasa Kepala Kantor Pabean dapatmenolak
permohonan PLP atas barang impor dengan
pertimbangan tertentseperti kategori risiko importir,
prasaranadi TPS lain, dan risiko saat pemindahan
barang.
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(4)Persetujuan atau penolakan sebagaimanadimaksud

pada ayat (2):

a. diterakan dalam lembar permohonanPLP. untuk
permohonaryang diajukandalam bentuk tulisan di
atadormulir; atau

b. diterbitkanrespon melalui Sistem TPS Online, untuk
permohonanyang diajukan dalam bentuk data
elektronik.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimanadimaksud
pada ayat (2) Pejabat Bea dan Cukai yang menangani
administrasi manifest tidak memutuskan persetujuan
atau penolaka, permohonarPLP dianggapdisetujuidan
persetujuanersebut:

a. diterakan dalam lembar permohonanPLP. untuk
permohonaryang diajukan dalam bentuk tulisan di
atadormulir; atau

b. diterbitkanrespon melalui Sistem TPS Online, untuk
permohonanyang diajukan dalam bentuk data
elektronk.

(6) Tata kerja pengajuandan pelaksanaarPLP dilakukan
sesuaiLampiranXV yang merupilkanbagian yang tidak
terpisahkardari PeraturarDirekturJenderalni.

Pasal8

(1) Barangimpa yang telah mendapapersetujuaruntuk
dilakukan PLP sebagaimanalimaksuddalam Pasal 17
ayat (4) atau ayat (5). dapat diajukan permohonan
pembatalamoleh PengusahdPS denganalasanbarang
impor telah diajukan pemberitahuan pabeampor
sebelundilakukanpemindahararang.

(2) Pengajuanpermohonan pembatalan PLP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk seluruh
kemasaratau peti kemasyang termasukdalam 1 (saty
dokumen pengangkutan(bill of lading atau airway
hllatau pos manifest dari barang impor yang
bersangkutan.

(3) Barangimpor yang telah mendapatkamersetujuarPLP.
dibatalkandalam hal dilakukan penegahamleh Pejabat
yang menanganpenindakardan penyidikan.

(4) Permohonan pembatalan PLP sebagaimanadimaksud
pada ayat (1) dibuat sesuai contoh format dalam
Lampiran XVI yang merupakanbagian yang tidak
terpisahkardari PeraturarDirekturJenderaini.
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Pasal19

(1) Pengangkutabarangimpor dilakukansetelahmendapat
persetujuarPLP sebagaimandimaksuddalam Pasal 17
ayat (4)atau ayat (5).

(2) Terhadapbarangimpor yang diangkutdari TPS Asal ke
TPSTujuandilakukanpenyegelandengan cara pelekatan
tandapengamaularfatau pengawalan.

(3) PetugasBea dan Cukai melakukanpenyegelan dengan
mencantumkannomor dan tanggal persetujuanPLP
padatandapengaman.

(4) Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasiTPS Asal dan
TPS Tujuan memberikancatatan pengeluarandan
pemasukamarangmpor padalembar persetujuarPLP.

(5)Dal:pn hal TPStelah menerapkaisistem Pintu Otomatis

TPS:

a. pengeluararatau pemasukanbarangdari atau ke
TPS dilakukantanpa diberikan catatanoleh Pejabat
Bea dan Cukai sebagaimandimaksudpadaayat (4);
dan

b. datadata pengeluaramtau pemasukanbarangyang
disampaikanmelalui Sistem TPS Online dan hasil
cetak Sistem Pintu Otomatis TPS menjadi bukti
realisaspengeluaraatau pemasukatbarang.

Pasa20
(1)Pejabat Beadan Cukai yang menanganpenindakandan
penyidikan dapat melakukan pemeriksaan

menggunakanalat. pemindai terhadap barang impor
yang telah diberikanpersetujuarPLPdalam hal terdapat
indikasi pelanggarandi bidang kepabeanardan/atau
cukai.

(2)Dalam hal hasil pemerlksaansebagaimanadimaksud
padaayat (1) menunjukkanadanyadugaanpelanggaran
di bidang kepabeanadanatau cukai, Pejabat Bea dan
Cukai yang menangani penindakaman penyidikan
melakukan penegaharterhadap barang impor untuk
pemeriksaartebih lanjut.

Pasalk1

(1)Pengusaha@PS Asal menyelenggarakapembukuanatas
barangimpor yang diberikanpersetujuanPLP dan telah
dikeluarkandari TPSAsal.
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(2)Pengusahda@PS Tujuan menyelenggarakgmembukuan
atasbarangimpor yang diberikan persetujuanPLP dan
telah seksai ditimbundi TPSTujuan.

(3)Dalam hal Kantar Pabeartelah menerapkarSistemTPS
Online, pengusahd@PS Asal dan pengusahd@PS Tujuan
menyampaikanrealisasi pengeluarandan pemasukan
barang impor dari dan ke TPS dalam bentuk data
elektronikmelalui Sistem TPSOnline.

(4)Dalam hal Kantor Pabeanbelum menerapkanSistem
TPS Online, pengusahaPS Asal dan pengusahaTPS
Tujuan menyampaikataporanBulananrekapitulasiPLP
dalam bentuk tulisan di atasformulir kepada Kepala
Kantor Pabean u.p. Pejabat Bea dan Cukai yang
menangani administraginanifes paling lambat pada
tanggal 10 (sepuluhBULAN berikutnya.

(5)Laporan Bulanan rekapitulasi PLP sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuaicontoh format
sebagaimanaditetapkan dalam Lampiran XVII yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
PeraturarDirekturJenderhini.

(6)Dalam hal PengusahaTPS Asal tidak memenubhi
ketentuansebagaimandimaksudpada ayat (3) dan ayat
(4), permohonarPLP berikutnyadenganasal barangdari
TPS yang bersangkutartidak dilayani sampai dengan
ketentuanersebudipenuhi.

(7) Dalam hal PengusahalPS Tujuan tidak memenuhi
ketentuansebagaimandimaksudpada ayat (3) dan ayat
(4). permohonan PLP dengan tujuan TPS vyang
bersangkutamlilakukanpenolakan.

Pasal?2

(1) PengusahaTPS di pelabuhantempat pembongkaran
dapat melakukan PLP ke TPS lain dalam 1 (saty
Kawasan Pabean terhadaparangimpor yang akan
dilakukan pemeriksaanfisik barang dalam rangka
pemeriksaarmpabeandanatau pemeriksaarkarantina
tanpa perlu mendapatkanpersetujuan dari Kepala
Kantor Pabean dengawcara memberitahukandalam
bentuk data elektronik melalui Sistem Komputer
PelayananTPSOnline.
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(2) Untuk dapatmelakukanPLP ke TPSlain dalam 1 (saty
Kawasan Pabean sebagaimandimaksudpada ayat (1),
pintu masukdan pintu keluar Kawasan Pabean harus
memenuhpersyaratan:

a. digunakansecarabersamaoleh seluruhTPS dalam
Kawasan Pabean;dan

b. telah menerapkan sistem pintu otomatis yang
terintegrasi dengan sistem elektronik pengelolaan
penimbunarbarangdi seluruhTPS.

(3) Pemberitahuarsebagaimanalimaksud pada ayat (1)
sekurangkurangnyamemuatdata:

a. alasan dilakukan PLP seperti pemeriksaanpabean
atau pemeriksaakarantina;

b. nomor dan tanggal Surat PemberitahuanJalur
Merah (SPJM) atau dokumen penarikan dari
karantina;

c. namarPSAsal dan namarlPSTujuan;

d. nomor dan tanggal BC 1.1; dan

e. nomor, ukuran,danjumlah peti kemas.

(4) PengusahdPS sebagaimanalimaksud pada ayat (1)
harus menyampaikan data pengeluaran dan
pemasukatparangsecarareal time ke sistemkomputer
pelayanarpada Kantor Pabean.

Pasal3

(1)Dalam hal Sistem TPS Online pada Kantor Pabeartidak
berfungsidan/atau mengalamgangguarselamalebih
dari 6 (enam) jam kerja permohonanPLP disampaikan
dalam bentuktulisandi atasformulir.

(2) PengusahaTPS merekam persetujuan PLP disertai
catatan pengeluaran ataypemasukanbarang, setelah
SistemTPS Online sebagaimanaimaksudpada ayat (1)
berfungsikembali.

, Bagian Kelima

Kewajiban Pengusah@PS

Pasa?4

(1) Pengusah@PSharusmenyediakan:
a. tempatpemeriksaarfisik barang;
b. saranapendukungemeriksaafisik barangdan
c. tenaga kerja bongkar muat untuk membantu
mengangkatdan memindahkan barangmpor dari
dan ke dalam peti kemasserta membukakemasan
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barang.

(2) Tempat pemeriksaan fisikk barang sebagaimana
dimaksud pda ayat (1) hurufa adalahsebagaberikut:

a.

dalam hal TPS berupalapanganpenimbunaniempat

pemeriksaan fisik barang adalah lapangan yang

disediakankhusus untuk pemeriksaarisik barang
yang dilengkapidenganatap pelindungdan tersedia
tempat yang cukup untuk menempatkan seluruh
barangyang dikeluarkandari dalam kemasan;

dalam hal TPS berupa lapangan penimbunan peti

kemas, tempat pemeriksaafisik barangadalah:

1. lapangan yang disediakan khusus untuk
pemeriksaarfisik barangyang dilengkapidengan
atap pelindungdan tersediatempatyang cukup
untuk menempatkabarangyang dikeluarkandari
dalam peti kemas; dan/atau

2. bangunan (long room inspection) yang bersifat
permanerdan beratapyang memungkinkardapat
dilakukannya pengeluaran, pemeriksaan, dan
pemasukankembali barangimpor dari dan ke
dalampeti kemas.

dalam hal TPS berupagudangpenimbunantempat

pemeriksaan fisik barang adalah tempat tertentu

dalam gudang yang disediakankhusus untuk
pemeriksaarfisik barangdan

. dalam hal TPS berupatangki penimbunan,tempat

pemeriksaarfisik barangadalahteinpatdipasangnya
alat ukur dan saluran pengeluararbarang yang
memungkinkan dilakukannyapengambilan contoh
barang.

(3) Saranayang mendukungterlaksananygemeriksaarfisik
barang sebagaimana dimaksuphda ayat (1) huruf b
adalah:

a.

alat transportasipengangkutadan peralataruntuk
memindahkanbarang dan/atau peti kemaske dan
dari tempat pemeriksaarfisik barang, sepertiRTG
(rubber tyred gantry), reach stacker, truk;

peralatan untuk mengangkat, memindahkan,
dan/atau mengambibarangdari dan ke dalam peti
kemasatau kemasanlainnya, sepertiforklift, hand
jallet, dan trolley; dan

. penerangaryang memungkinkanuntuk pemeriksaan

pada malam hari atau kondisi lain yang
membutuhkarpenerangan.
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(2) Pengusah@&PSharusmemasang:

a. papanpetunjuk identitasyang jelas dengan ukuran
paling kurang 60 (enam puluh) cm x 90 (sembilan
puluh) cm sesuaicontohdalamLampiranXVIll yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
PeraturarDirekturJenderaini.

b. kamera  Closed Circuit Television (CCTV) vyang
memiliki kemampuammenyimpardata paling singkat
untuk jangkawaktu 7 (tujuh) hari sebelumnygada
pintu masuk/keluar, tempat penimbunanbarang,
dan tempat pemeriksaarfisik barang,yang dapat
diaksesleh PejabaBea dan Cukai.

Pasal7

(1) PengusahaTPS yang akan memulai operasional
kegiatan sebagai TPS harus menyampaikarsurat
pemberitahuankepadaKepala Kantor Pabean sesuai
contoh format dalam Lampiran XIX yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Direktur
Jenderaini.

(2) Surat pemberitahuasebagaimandimaksudpadaayat
(1) dilampiridengan:
a. fotokopi keputusan mengenaipenetapan sebagai
TPS;dan
b. daftar barangyang ditimbun, dalam hal TPS telah
beroperasi.

(3) Kepala Kantor PabeanmenugaskanPejabatBea dan
Cukai untuk melakukanpemeriksaanapanganterkait
pemenuhaketentuan:

a. penyediaan tempat, sarana, dan tenaga kerja
bongkar muat untuk pemeriksaanfisik barang
sebagaimandimaksuddalamPasal 24;

b. penyediaan  sistem elektronik pengelolaan
penimbunan barang dan media komunikasi data
elektroniksebagaimandimaksuddalamPasal 25;

c. penyediaamuangan,sarana,dan fasilitas kerja bagi
Pejabat Bea dan Cukai sebagaimanadimaksud
dalamPasal 26 ayat (1); dan

d. pemasangan papapetunjuk identitasdan kamera
Closed Circuit Television (CCTV) sebagaimana
dimaksuddalamPasal26 ayat (2).
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(4) Dalam hal berdasarkanhasil pemeriksaanapangan
sebagaimanaimaksudpada ayat (3) terpenuhi. Kepala
Kantor Pabean menerbitka izin operasional kegiatan
sebagai TPS sesuaicontoh format dalam Lampiran XX
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
PeraturarDirekturJenderaini.

Pasa?8

(1) Dalam hal terdapat perubahan terhadap data
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
dan/tau tata ruang TPS, pengusahaTPS harus
memberitahukanperubahan data tersebut kepada
KepalaKantor Pabeanyang mengawasiTPS.

(2) Dalam hal perubahandata menyangkutperubahan
ukuran luas darfatau daya tampung (volume) serta
batasbatastempat penimbunarsebagaimandimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d danatau tata ruang
TPS. Kepala Kantor Pabean yang mengawadharus
melakukanpemeriksaarokasi.

(3) Kepala Kantor Pabean yang mengawasi TPS
menyampaikan perubahatata sebagaimanaimaksud
padaayat (1) kepadaKepalaKantor Wilayah.

(4) Penyampaian perubahandata sebagaimanadimaksud
pada ayat (3) dikecualikandalam hal Kantor Pabean
merupakarKantor PelayananUtama.

(5) Perubahan data yang diberitahukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar
perubaharkeputusanmengenai penetaparsebagai TPS
yang bersangkutan.

(6) KepalaKantor Wilayah/KepalaKantor PelayanariJtama
atasnaina Menteri menerbitkankeputusan mengenai
perubahamtaskeputusarpenetapasebagaiTPS.

Pasalk9

(1) PengusahalPS wajib menyelenggarakapembukuan
dan menyimparcatatandan dokumen termasukdata
elektronik yang berkaitan dengan pemasukan dan
pengeluaraarangyang ditimbun di TPS untuk jangka
waktu 10 (sepuluh)tahun.



-31-

(2) PengusahdPS wajib menyerahkanaporankeuangan,
buku, catatandan dokumenyang menjadibukti dasar
pembukuan,surat yang berkaitan dengan kegiatan
usaha termasukdata elektronik, sertasurat yang
berkaitandengankegiatandi bidangkepabeanaruntuk
kepentingamudit kepabeana

Pasal30

(1) PengusahalPS harus menyampaikan kepada Kepala
Kantor Pabean:

a. daftar kemasandan/atau peti kemasatau jumlah

barangcurah yang telah ditimbun di TPS paling

lama:

1. 12 (dua belas) jam setelahselesainygpenimbunan
barang, untuk Kantor Pabean yang telah
menerapkan Sistem Komputer Pelayanan TPS
Online; atau

2. 24 (dua puluh empat) jam setelah selesainya
penimbunan barang, untuk Kantor Pabean
lainnya

b. daftar kemasardan/atau peti kemasatau jumlah

barangcurahyang telah dikeluarkandari TPS paling

lama:

1. 12 (dua belas) jam setelahpengeluararbarang,
untuk Kantor Pabeanyang telah menerapkan
SistemKomputer PelayanaidPSOnline; atau

2. 24 (dua puluh empat) jam setelah pengeluaran
baranguntuk Kantor Pabearainnya; dan

daftar kemasandan/atau peti kemasatau jumlah

barang curahyang ditimbun di TPS yang telah

melewati jangka waktu sebagaimanadimaksud
dalam Pasall5.

(2) Penyampaiandaftar barang sebagaimanadimaksud
pada ayat (1) paling kurangmemuatata mengenai:
a. namadan kode TPS;
b. tanggal timbun, dan waktu timbunjika ada;

C.
d.

nomor dan ukuranpeti kemas,dalam hal peti kemas;
nomor airway bill, bill of lading, atau dokumen

pengangkutadainnya dan jumlah kemasan,dalam

e.

f.

g.

hal kemasa;

berat kotor;

nomor dan tanggal BC 1.1;

nomor segel pelayaranpada peti kemas,dalam hal
peti kemas;

lokasi penimbunameti kemasatau kemasarseperti
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nomor blok, jika ada:

1. tanggal keluar,dan waktu keluarjika ada:

j nomor dan tanggal dokumen persetujuan
pengeluaramari TPS:dan

k. nomor dan tanggal dokumenpersetujuarpemasukan
ke TPS.

(3) Dalam hal barangcurah daftar barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuatdata
mengenai:

a namadan kode TPS:

b. tanggakimbun, dan waktu timbunjika ada:

c. jenis dan jumlahbarary;

d. nomor airway bill, bill of lading, atau dokumen
pengangkutatainnya

e. berat barang:

f. nomor dan tanggal BC 1.1.

g. lokasi penimbunanseperti nomor blok atau tanki,
jika ada:

h. tanggal keluar,dan waktu keluarjika ada:

1. nomor dan tanggal dokumen persetujuan
pengeluaramdari TPS:dan

j. nomor dan tanggal dokumenpersetujuarpemasukan
ke TPS.

(4) Penyampaiandaftar barang sebagaimanadimaksud
pada ayat (1) dapatdilakukandalam bentuktulisan di
atadormulir ataumelalui media elektronik.

(5) Dalam hal TPS beradadi bawah pengawasanKantor
Pabeanyang telah menerapkan Sistem Komputer
Pelayanan TPS Online secara mandatory penyampaian
daftar barang sebagaimanalimaksud pada ayat (1)
dilakukandalam bentukdata elektronik melalui media
komunikasi data elektronik sebagaimanadimaksud
dalam Pasal 25.

Bagian Keenam
PenerapaBistem Pintu OtomatisTPS

PasaBl

(1) Pengusah&PS dapat menerapkarsistem Pintu Otomatis
TPS pada pintu masuk/pintu keluar yang terintegrasi
dengan sistem elektronik pengelolaanpenimbunararang
dengan mengajukanpermohonankepada Kepala Kantor
Pabean.

(2)Kepala Kantor PabeanmenetapkanpenerapanSistem
Pintu OtomatisTPS setelahpengusahdPS memenuhi
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persyarataneknis.

(3) Persyaratarieknis sebagaimanadimaksudpada ayat
(2) paling kurang meliputi:
a. TPStelah terintegrasdengan Sistem TPSOnline;
b. TPS telah menyiapkanSistem Pintu OtomatisTPS
dan
c. Pengusaha TPS telah menyediakan sarana
pendukung pelayanan dan pengawasamtas
pemasukan dan pengeluaran barang dalam
penerapaisistem Pintu OtomatisTPS.
(4) Pemenuhanterhadappersyaratarteknis sebagaimana
dimaksudpada ayat (3) dilakukan penilaianoleh Kepala
Kantor Pabean.

Pasal32

(1) Penerapai®istem Pintu OtomatisTPS meliputi kegiatan
pengeluarandan pemasukanbarangdari dan ke TPS,
berdasarkarmasil PDE Sistem TPS Online antaraKantor
Pabeandan TPSyang ditetapkan.

(2) Pengeluararbarang dari TPS dilakukan melalui Sistem
Pintu Otomatis TPS setelahmendapatkarpersetujuan

dari Pejabat Bea dan Cukai atau sistem komputer
pelayanan.

(3) Persetujuan sebagaimanadimaksud pada ayat (2)
meliputi:
a. SuratPersetujuarPengeluaraBarang (SPPB);
b. Surat Persetujua PengeluaraBarang Tempat
Penimbunarmerikat (SPPBTPB);
c. Surat PersetujuanPengeluararBarang Ekspor
(SPPBE;

. SuratPemberitahuaRemeriksaahisik (SPPF);
persetujuakRLP;
persetujuanpengeluararbarangasal dalam Daerah
Pabeanyang diangkutke tempatlain dalam Daerah
Pabeanmelalui luar daerahpabeandan

g. persetujuarpengeluaratainnya

(4) Pemasukarbarangke TPS dilakukan melalui Sistem
Pintu Otomatis TPS setelah mendapatkampersetujuan
dari Pejabat Bea dan Cukai atau sistem komputer
pelayana.

(5) Persetujuan sebf).gaimana dimaksud pada ayat (4)
meliputi
a. Nota Pelayanarkkspor (NPE);
b. Persetujuaikonsolidasi Barang Ekspor (PKBE);
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C. persetujuanpemasukarbarangasal dalam Daerah
Pabean yang diangkutke tempatlain dalam Daerah
Pabeanmelalui luar Daerah Pabean;dan

d. persetujuarpemasukatainnya.

Pasal33

(1) Pengusaha TPS vyang ditetapkan sebagaimana
dimaksuddalam Pasal 31 ayat (2) melakukan penelitian
kesesuaian elemen data persetujuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau ayat (4) antara
elemen data yang disampaikanoleh SKP TPS melalui
SistemTPS Online dan elemen data yang disampaikan
pemohomemasukamtaupengeluarabarang.

(2)Elemen data sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
paling kurang meliputi:
a. nomor dan tanggal dokumenpersetujuarpemasukan
atau pengeluarabarang;
b. Nomor PokokWajib Pajak (NPWP);dan
c. jumlah, ukuran, dan nomor peti kemasdan/atau
kemasan.

(3)Dalam hal hasil penelitian sebagaimanadimaksud
pada ayat (1) sesuai, pengusahaTPS menerbitkan
persetujuarpemasukaratau pengeluarararang.

Pasal34

(1))PengusahaTPS melayani proses pemasukanatau
pergeluaran baang setelah mencocokannomor dan
ukuran peti kemas danatau kemasan dengan
persetujuarpemasukan atau pengeluaran barang
sebagaimandimaksuddalam Pasal33ayat (3).

(2) PengusahaTPS bertanggungjawab atas kesesuaian
antara barangyang dimasukkan atau barang yang
dikeluarkan dengan persetujuan pemasukan atau
pengeluararbarangsebagaimandimaksuddalam Pasal
33 ayat (3).

Pasal35

(1) Pengusah&@PS menerimainformasi melalui Sistem TPS
Online atas:
a. peti kemas impor yang wajib penyegelan atau
pelekatan tandapengamandanatau memerlukan
pengawalancdan
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b. peti kemasekspor yang dilakukan penyegelaratau
dilekati tanda pengaman.

(2) Terhadappeti kemasimpor sebagaimana dimaksyzhda
ayat (1) hurufa berlakiketentuan:

a. pengusahalPS menetapkanstatus tunda keluar
(hold) sampai dengan ada keputusan pelepasan
(release)oleh PejabatBea dan Cukai; dan

b. PejabatBea dan Cukai mengadministrasikagan
melakukan penyegelan, pelekatatanda pengaman,
dan/atau pengawalan atas peti kemas serta
membuakeputusarpelepasalreleasd.

(3) Terhadap peti kemas ekspor sebagaimanadimaksud
pada ayat (1) huruf b berlakuketentuan:

a. pengusaha TPS menyediakan infonnasi kepada
PejabatBea dan Cukai ataspeti kemaseksporyang
dilakukan penyegelamatau dilekati tanda pengaman
dan telah diterbitkanpersetujuapemasukaibarang;

b. berdasarkaninfonnasi sebagaimanalimaksud pada
huruf a, Pejabat Bea dan Cukai melakukan
pemeriksaarkeutuhan segel atau tanda pengaman
pada peti kemas melalui kamera Closed Circuit
Television(CCTV); dan

c. dalam hal terdapatindikasi pelanggaran,Pejabat
Bea dan Cukai dapatmenetapkarstatus tunda
muat (hold) peti kemas ke sarana pengangkut
sampai dengan ada keputusan pelepasan
(releaseg

Pasal36

(1) Pemasukaratau pengeluararbarangyang telah diberi
persetujuaroleh PengusahaPS sebagaimanaimaksud
dalam Pasal 33 ayat (3) dilakukan tanpacatatan
persetujuaroleh Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi
pemasukadan pengeluaraibbarang.

(2) Datadata pemasukanatau pengeluaranbarang yang
disampaikanmelalui SistemTPS Online dan hasil cetak
Sistem Pintu Otomatis TPS menjadi bukti realisasi
pemasukan atau pengeluaranbarang ke dan dari
KawasarPabean.

(3) Barang yang telah mendapatpersetujuanpemasukan
atau pengeluaramleh pengusahalPS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dapat dilakukan
penegahanoleh Pejabat Bea dan Cukai dalam hal
terdapat indikasi pelanggarandi bidang kepabeanan
danfatau cukai.
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PasalO

Ketentuan mengenaipemasukandan pengeluararbarang

ke dan dari TPS denganSistem Pintu OtomatisTPS yang

diatur dalam peraturan Direktur Jenderal ini

mengecualikan ketentuampemasukandan pengeluaran

barang ke dan dari TPS sebagaimanaang telah diatur

dalam ketentuanmengenai:

a. impor untuk dipakai;

b. pengeluarabarangujuantempatpenimbunarerika;

c. tatalaksanakepabeanadi bidangekspor; dan

d. pemasukardan pengeluararbarangimpor ke dan dari
TPSdi kawasampelayanarpabearterpadu.

Bagian Ketujuh TanggungJawd
Pengusah@PS Pasadl

(1) PengusahalPS bertanggungjawab atas bea masuk
dan/atau cukai serta pajak dalam rangka impor yang
terutang atas barang yang ditimbun dalam TPS
terhitung sejak saat penimbunan sampai dengan
tanggal pemberitahuapabearatasimpor.

(2) PengusahaTPS dibebaskan dari tanggung jawab
sebagaimandimaksudpada ayat {1), dalam hal barang
yang ditimbundi TPSnya:

a. musnahanpasengaja,;

b. telah dieksporkembali, diimpor untuk dipaka, atau
diimpor sementaa;

c. telah dipindahkanke TPS lain, tempatpenimbunan
berikatatau tempatpenimbunarpabeanatau

d. dimusnahkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

(3) Perhitunganbea masuk dan/atau cukai serta pajak
dalam rangka impor yang terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sepanjang tidak dapat
didasarkanpada tarif dan nilai pabeanbarangyang
bersangkuta, didasarkanpada tarif tertinggi untuk
golongan barang yang tertera dalam pemberitahuan
pabeanpada saatbarangtersebutditimbundi TPS dan
nilai pabeanditetapkanoleh Pejabat Bea dan Cukai,
denganNilai Dasar PenghitungarBea Masuk (NDPBM)
didasarkarpada saattanggal penetapan.
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Pengusaha TPS yang tidak dapat
mempertanggungjawabkabarang yang seharusnya
berada di TPS, selain wajib membayar bea masuk
danatau cukai sertapajak dalam rangkaimpor yang

terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

dikenakansanksi administrasiberupa denda sebesar
25% (dua puluh lima persen) dari bea masuk yang

seharusnyalibayar.

(5) PengusahalPS yang mengajukan permohonan PLP

sebagaimanalimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) atau
ayat (4) dan pengusahdPSyang memberitahukarPLP
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)
bertanggungjawab atas bea masuk dan/atau cukai,
sanksi administrasiberupadenda, serta pajak dalam
rangkaimpor, dalam hal terdapatkewajiban pelunasan
yang disebabkanbarang impor yang diangkut tidak
sampadidi TPStujuan.

Bagian Kedelapan
Sanksi PengusahaPS
Pasalk2

Kepala Kantor Pabeanyang mengawasiPS memberikan
peringatantertulis kepadapengusahalPS, dalam hal
pengusaha PS:

a. tidak mematuhiketentuan pemisahanpenimbunan
barangmpor, barangekspor, dan barangasal Daerah
Pabean yang untuk diangkutke tempatlain dalam
Daerah Pabean melalui luar Daerah Pabean,
sebagaimandimaksuddalam Pasall3ayat (1)

b. menimbun barang berbahayabarang yang memiliki
sifat merusak atau mempengaruhibarang lain,
danatau barangyang memerlukarinstalasiatau
penanganankhusus, tidak di tempat Kkhusus
sebagaimandimaksuddalam Pasall3ayat (4);

c. menimbun peti kemas kosong, tidak di tempat
khusus sebagaimandimaksuddalam Pasal 13 ayat
(5)

d. tidak lagi memenuhiketentuan penyediaanempat,
sarana,dan tenaga kerja bongkar muat untuk
pemeriksaan fisik barang sebagaimanadimaksud
dalam Pasal24;

e.tidak menyediakanruangan, sarana, dan fasilltas
kerja bagi Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana
dimaksuddalam PasaRk6ayat (1);

f. idak memasangpapan petunjuk identitasdan/atau
kameracCilosed Circuit Television (CCTV) sebagaimana
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dimaksuddalamPasal6 ayat (2);

. melakukanoperasional kegiatasebagat TPS sebelum

mendapat izin dari Kepala Kantor Pabean
sebagaimandimaksuddalamPasalk7 ayat (4);

. tidak menberitehukanperubahardata dan/atautata

ruang TPS sebagaimanaimaksud dalam Pasal 28,
berdasarkarrekomendasi atauemuan Pejabat Bea
dan Cukai; dan/atau

tidak menyampaikandaftar kemasan ddatau peti
kemas atau jumlah barang curahyang telah ditimbun
di TPS yang telah dikeluarkandari TPS, danatau yang
ditimbun di TPS yang telah melewati jangka waktu
sebagaimandimaksuddalam Pasal30.

(2) Kepala Kantor Pabean menyampaikasurat peringatan
tertulis kepadaPengusahalPS sesuai contoh format
sebagaimanaditetapkan dalam Lampiran XX|I yang
me!Upakan bagian yang tidak terpisahkan dari
PeraturarDirekturJenderalni.

Pasald3

(1) Keputusan mengenai penetapan sebagai TPS
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (10)
dibekukandalam hal:

a.

pengusahalPS menimbunbarang selain barang
impor, barangekspor,dan/atau barangasal Daerah
Pabearyang diangkutke tempatlain dalam Daerah
Pabeammelalui luar DaerahPabeari TPS;
pengusahdPStidak lagi memiliki sistemelektronik
pengelolaanpenimbunan barang di TPS dan/atau
tidak menyediakarmedia komunikasidata elektronik
sebagaimandimaksuddalam Pasal25;

. pengusah@PStidak menyelenggarakapembukuan

danatau tidak menyerahkan dokumerdan
pembukuan lainnya sehubungandengan audit
kepabeanasebagaimandimaksuddalam Pasal29;

. pengusaha TPS tidak memenuhi  kewajiban

pelunasanbea masukdan/atau cukai sertapajak
dalam rangka impor, dan sanksi administrasi
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 41 ayat (4)
dalam jangka waktu yang ditetapkan;

. pengusahalPS tidak memenuhi ketentuan yang

menjadi dasar diterbitkannya peringatan tertulis
sebagaimandimaksuddalam Pasal 42 dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
suratperingatan
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TPS direkomendasikamwleh unit pengawasamuntuk
dibekukandanatau

keputusan mengenai penetapan sebagai Kawasan
Pabean tempat lokasi TPS dicabut.

(2) Kepala Kantor PabeanatasnamaMenteri menerbitkan
surat pemberitahuarnpembekuan kepadpengusaha

TPS sesuai contoh format sebagaimanaditetapkan
dalam Lampiran XXIl yang merupakanbagian yang
tidak terpisahkamlari PeraturarDirekturJenderalini.

)

Pasalk4

Pembekuan atas keputusan mengenai penetapan
sebagaiTPS sebagaimanalimaksud dalam Pasal 43
dicabutdalam hal:

a.

pengusahd PS telah mengeluarkanbarang selain
barangimpor, barangekspor,dan/atau barang asal
DaerahPabearnyang diangkutke tempatlain dalam
DaerahPabeamelalui luar DaerahPabeartari TPS;

. pengusahaTPS telah memiliki sistem elektronik

pengelolaan penimbunan barang di TPS dan
menyediakan media komunikasi data elektronik
sebagaimanaimaksuddalam Pasal 25 sesuaidengan
tenggat waktu yang ditetapkanoleh Kepala Kantor
Wilayah/KantorPelayananUtamg;

pengusahda PS telah menyelenggarakapembukuan
dan menyerahkardokumenyang dimintasehubungan
dengan audit kepabeanansebagaimanadimaksud
dalam Pasal29;

. pengusaha TPS telah memenuhi kewajiban

pelunasanbea masukdan/atau cukai sertapajak
dalam rangkaimpor, dan sanksi administrasi
sebagaimandimaksuddalam Pasak1ayat (4);
pengusahaTPS telah memenuhi ketentuan yang
menjadi dasar diterbitkannya peringatan tertulis
sebagaimandimaksuddalam Pasal2; dan/atau
pengusahalPS telah memenuhiketentuan yang
menjadi alasan dibuatnya rekomendasiuntuk
dibekukanny&@PSoleh unit pengawasarglan/atau

. TPSberlokasikembali dalamKawasan Pabean.
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Pencabutanpembekuan sebagaimamimaksud pada
ayat (1) dilakukanoleh Kepala Kantor Pabeamtasnama
Menteri dengan menerbitkan surapemberitahuan
pencabutan pembekuan atas keputusan mengenai
penetapan sebagai TPS sesuai contoh format

sebagaimanaditetapkan dalam Lampiran XXIIl yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

PeraturarDirekturJenderalni.

Pasad5

Keputusammengenai penetapansebagaiTPS sebagaimana

dimaksuddalam Pasadll ayat (10)dicabutdalam hal:

a. TPSdalam status pembekuamalamjangkawaktu 6
(enam) BULAN secaraerusmenerus;

b. TPS tidak menjalankan kegiatan/usahdi bidang
kepabeanandalam jangka waktu 12 (dua bela3
BULAN secarderusmeneris

c. pengusahdaPS terbukti bersalahtelah melakukan
pelanggarantindak pidana di bidang kepabeanan
berdasarkanputusan yang mempunyai kekuatan
hukumtetap;

d. TPSdinyatakanpailit; darfatau

e. PengusahaTPS mengajukanpermohonan untuk
dilakukanpencabuta.

(2) Berdasarkanketentuan sebagaimanalimaksud pada

ayat (1), Kepala Kantor Pabeanmelakukan penelitian
dan mengusulkanpencabutankepadaKepala Kantor
Wilayah dalamhal alasanpencabutamerpenuhi.

(3) Kepala Kantor Wilayah/KepalaKantor PelayanarUtama

(4)

atas namaMenteri menerbitkankeputusan mengenai
pencabutaratas penetaparsebagailPS sesuaicontoh
format sebagaimanalitetapkan dalam Lampiran XXIV
yang merupakanbagian yang tidak terpisahkandari
PeraturarDirekturJenderalini.

Pencabutarseb@aimanadimaksud pada ayat (1) tidak
mengurangi tanggung jawab pengusahaTPS untuk
menyelesaikankewajiban pabean dan kewajibanlain
yang menjaditanggungawabnya.
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Pasal6

(1) Pengusaha PS dilarang memasukkanbarang impor,
barangekspor,dan/atau barangasal Daerah Pabean
yang diangkut ke tempat lain dalam Daerah Pabean
melalui luar DaerahPabearke dalamTPSdalamhal:

a. keputusan mengenapenetapan sebagai TPS
dibekukan;

b. keputusan mengenaipenetapansebagaiTPS telah
berakhir;atau

c. permohonarperpanjanganangkawaktu penetapan
sebagai TPS belum mendapatkan
keputusarpersetujuarperpanjangasampaidengan
penetapaisebagal PS berakhir.

(2) Dalam hal keputusanmmengenaipenetapansebagaiTPS
telah berakhir atau keputusan mengenaipenetapan
sebagarPSdicabut,berlakuketentuarsebagaberikut:
a. untuk kepentinganpenyelesaiabbarangyang masih

ditimbun, tempat penimbuna dianggap sebagai
tempat lain yang diperlakukansama denganTPS;
dan
b. PengusahdPS harus melakukanpemindaharokasi
penimbunarbarangke TPSlain;
dalam jangkawaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak tamggal keputusan mengenaipenetapansebaga
TPS berakhir atau keputusan mengenaipenetapan
sebagairPSdicabut.

Bagian Kesembilan

PengaturakKhusus
Pasalk7

(1) Barang penumpang,barang awak saranapengangkut,
dan barangpelintas batas, yang belum diselesaikan
kewajiban pabeamatau barangyang tertinggal atau tidak
diketahuipemiliknya(lost and found di Kawasan Pabean
di tempat kedatangarmlari luar Daerah Pabean, ditimbun
di TPS.

(2) Pengajuan permohonan penetapan sebagai TPS
sebagaimanaimaksudpada ayat (1) dikecualikandari
ketentuanmelampirkarpersyarataryaitu:

a. suratizin usahadari instansiterkait sebagaimana
dimaksuddalam Pasal 10 ayat (3) hurufb; dan

b. izin dari pemerintahdaerahsetempatsebagaimana
dimaksuddalam Pasal 10 ayat (3) hurufc.
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(3) Monitoring terhadap TPS sebagaimanaimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. kesesuaiamata sebagaimanalimaksud dalam Pasal

b.

10 ayat (2);dan

pemenuhan ketentuan penimbunan, penyediaan
tempat dan sarana pemeriksaan fisik barang,
penggunaan sistem elektronik pengelolaan
penimbunanbarang, penyediaanmedia komunikasi
data elektronik, penyediaarruang dan fasilitas kerja
bagi Pejabat Bea dan Cukai, penyampaiandaftar
barangyang ditimbun, PLP, dan penerapanSistem
Pintu Otomatis TPS.

Pasal9

(1) Kepala Kantor Pabean melakukan evaluasi terhadap
Kawasan Pabean dan TPS berdasarkarhasil monitoring
sebagaimandimaksuddalam Pasal48.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukansetlaptahun.

(3) Hasil evaluasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
disampaikarkepadaKepalaKantor wilayah.

(4) Penyampaiarhasil evaluasi sebagaimandimaksudpada
ayat (3) dtkecualtkan dalam hal Kantor Pabean
merupakarKantor PelayananUtama.

(5) Hasil evaluasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
digunakansebagai dasar untuk melakukanpembinaan
darfatau pengenaarsanksikepadapengelola Kawasan
PabeandarfatauPengusahdPS.

BAB V
KETENTUAN LAIN -LAIN
Pasab0

Dalam hal pengelola kawasan dan pengusahatempat
penimbunan merupakén(satu) badanusaha,permohonan
penetapan sebagai Kawasan Pabeardan permohonan
penetapansebagailPS dapat diajukan secarabersamaan
dalaml (satu) permohona.
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Pasabl

Penelitian dan proses administrasiatas permohonan
penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS,

pengenaarsanksi administrasi, monitoring,dan evaluasi,

dilakukanoleh:

a
b.

Bidang Kepabeanadan Cukai pada Kantor Wilayah;
Bidang PelayananPabean dan Cukai pada Kantor
Pelayanarutama Tipe A;

Bidang Pelayanardan FasilitasPabeardan Cukai pada
Kantor PelayanarJtama Tipe B dan Tipe C;

. Seksi Pelayanan Kepabeanatan Cukai pada KPPBC

Tipe Madya. Pabean,Tipe Madya Cukai, Tipe Madya
PabeanA, dan Tipe Madya PabeanB;

. Seksi PelayanarKepabeanaman Cukai dan Dukungan

Teknis pada KPPBCTipe Madya PabeanC; dan
Sub Seksi Perbendaharaatan Pelayanarpada KPPBC
Tipe Pratama.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasab?2

(1) Dengan berlakunyaPeraturarDirekturJenderalini:

a. keputusan mengenaipenetapan sebagai Kawasan
Pabean darfatau TPS yang diterbitkan berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
70/PMK.04/2007, masih tetap berlaku sampai
dengan:

1. berakhirnyekeputusariersebutgdan

2. tang@l 6 April 2016, dalam hal keputusantidak
menetapkan jangka waktuberakhir atau jangka
waktu berakhirmelewatitanggal 6 April 2016.

b. permohonan penetapan sebagai Kawasan Pabean
danatauTPSyang diajukansebelumtanggal 7 April
2015 dan masih dalam tahap pemrosesan,
diselesaikan sesuaidengan ketentuan dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
23/PMK.04/2015.

c. jaminanyang telah diserahkamoleh PengusahaPS
berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan Nomor
70/PMK.04/2007 dapat dikembalikan setelah
PengusahaTPS menyerahkansurat pemyataan

sebagaimandimaksuddalam Pasal 10 ayat (4) huruf
k.
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(2)Pengelola KawasanPabeandan/atau Pengusahda PS
dapat mengajukan permohonan penetapan sebagai
Kawasan Pabean daratau TPS sebelum masa
berlakunyaberakhir sebagaimanaimaksud pada ayat
(1) hurufa.

BAB VII
PENUTUP

Pasab3

Dengan berlakunyaPeraturarDirektur Jenderhini, maka:

a. PeraturanDirektur JenderalBea dan Cukai Nomor P-
20/BC/2007 tentang Petunjuk PelaksanaarPenetapan
KawasanPabearDan Tempat Penimbunarsemeatara,;

b. PeraturarDirekturJenderaBea Dan Cukai Nomor PER-
24/BC/2013 TentangPeneraparsistemPintu Otomatis
TempatPenimbunanSementaraPada Kantor Pelayanan
Utama Bea Dan Cukai Tipe A TanjungPriok; dan

c. PeraturarDirektur JenderaBea dan CukaiNomor PER
28/BC/2013 tentang Tatalaksana Pindah Lokasi
PenimbunanBarang Impor Yang Belum Diselesaikan
Kewajiban PabeannyaDari Satu Tempat Penimbunan
Sementara&Ke Tempat PenimbunaSementaralLainnya,
dicabutdan dinyatakartidak berlaku.

Pasab4

PeraturanDirektur Jenderalini mulai berlakupada tanggal
7 April2015.

Ditetapkandi Jakarta
padatanggalb April 2015

DIREKTUR JENDERAL B=A DAN CUKAI,

Salinansesuaidengaraslinya,

SekretariDirektoratJenderal _ttd-

AGUNG KUSWANDONO
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LAMPIRAN |

PERATURANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER6/BC/2015

TENTANG TATA CARA PENETAPAN KAWASAN PABEAN
DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA. PEMINDAHAN
LOKASI PENIMBUNAN BARANG DI TEMPAT PENIMBUNAN
SEMENTARA, DAN PENGENAANSANKSI

Contoh Format Surat PermohonanPenetapanKawasanPabean

KOP SURAT PERUSAHAAN........... [PENGELOLA.......... %)
Nomor e ———— Tanggal ................
Lampiran T YT T TP
Hal . PermohonPenetapaebagakKawasan Pabean

Yth.Kepala Kantor Wilayah DJBC ..... melalui KepalaKPPBC...../
KepalaKPU BC....... *)

Denganhormat,

Yangbertandatangadi bawahini:
Nama :
NomorKTP/Kartu Izin Tinggal
Pekejaan/Jabatan

Alamat

Bertindakatasnama Badan Usaha/LembagBemerintah}

NamaPerusahadRengeloh
NPWPPerusahaan/Pengelola
Alamat Perusahaan/Pengelola :

Telepon/Faksimile
NamaPenanggungawab
NPWP Peaanggunglawab
Alamat Penanggungdawab

mengajukanpermohonanuntuk mendapatkanpenetapansebagai Kawasan
Pabeandengandata sebagaiberlkut:

1. Lokasi:
a. AlamatJalan

Kelurahan/Desa : RT/RW.

Kecamatan
Kabupaten/Kodya
Provinsi

Pao o

2. Batasbatas:
a. Utara
b. Timur
c. Selatan
d. Barat

3. Koordinat Titik-Titik Batas:




.48

4. Luas Kawasan
5. Lampiranlampiran:

b. .......dst(sesuaiyangdipersyaratkan

Demikian permohonankami ajukan untuk mendapatkanpertimbangan
sebagaimanaestinya

Pemohon

materai

*) pllih salahsatuataucoret yang tidak perlu

DIREKTURJENDERALBEA DAN CUKAI,

-ttd-

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorax Jenderal

mdiin 3/‘ \

Kepala Baganfg mum
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LAMPIRAN 11

PERATURANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER6/BC/2015

TENTANG TATA CARA PENETAPAN KAWASAN PABEAN
DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA. PEMINDAHAN
LOKASI PENIMBUNAN BARANG DI TEMPAT PENIMBUNAN
SEMENTARA, DAN PENGENAANSANKSI

ContohFormat Berita Acara PemeriksaarLokasi untuk Penetapdfawasan

Pabean
KOP SURAT KANTOR PABEAN
BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN
PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN PABEAN
NomorBA- .........

Pada hari ini ......... tanggal.......... BULAN ......... tahun ......... , kami
yangbertandaangandi bawahini:
1. Nama = e

NIP s

Pangkat/Gol.  : ... .

Jabatan 0 I . .
2. Nama

NIP e

PangkatGol. .

Jabatan S
berdasarkarBurat TugasKepala ............... Nomor .....c......... tanggal...... ,

telah

melakukan pemeriksaanlokasi

terhadap kawasanyang diajukan

penetapannyaebagakKawasan Pabearsebagaberikut:

A. PEMOHON:

Nama Perusahaan/Pengelola
NPWP Perusahaan/Pengelola
Alamat PerusahaaRgéngelola

Telepon/Faksimile

Nama Penanggundgawab
Alamat Penanggungawab
NPWPPenanggungawab

NOURWN R

B. KONDISI FISIK:
1. Lokasi:
a. Letak

b. Alamat
c. Desa/Kelurahan
d. Kecamatan
e. Kabupaten/Kotamadya
f.  Propinsi
2. Ukuran:
a. Panjang
b. Lebar

Pelabuhan Laut/Bandar Udara/
Tempat Lain *)



c. Luas e
3. Pagarpembatas:
a. Konstruksi . Tembok/Besi/........
b. Tinggi e
c. Kondisi e
4. Batasbatas:
a. SebelahUtara :Berbatasamengan........
b. SebelahTimur :Berbatasamlengan.........
c. Sebelalselatan :Berbatasamnlengan........
d. SebelatBarat : Berbatasamlengan........
5. KoordinatTitik-Titik batas:....................
6. PintWAkses Kawasan:
a. Jumlahpintumasuk(gatd @ ....ccoccoviiiiiiiiiininnnn.
b. Jumlahpintukeluar(gatd : ....ccociiiiiiiiiiinnnnnnn.
c. PintuMasukUtama . Ada/Tidak Ada*)
d. PintuKeluar Utama . Ada/Tidak Ada*)
e. Catatan e
7. Jalan menujuKawasan:
Jalandapatdilalui kendaraamoda 4 ataulebih Ya/Tidak*)
8. Fasilitakawasan:
a. Lapangarpenimbunardengan e
ukuran
b. Gudangpenimbunan dengarkuran e
C. ... (fasilitaslainnya) e,
9. FungsiKawasan . lalu Imtasbarangkargo barangpenumpang,
barangpelintasbatas?)
C. SARANA DAN PRASARANA YANG TERSEDIA:
1. RuangkerjauntukpetugasBeadan Cukai
A Ukurandan luas .
A Fasnltas/perlengkapan ............................
(sebutkain
2. Ruangardan/aregang dipergunakamuntuk:
a. pelayanaman penyelenggaraaadrnintstrasi : Ada/Tidak Ada*)

b. pemeriksaanterhadap barang yarng tidak
ditimbun di TPS meliputi baran bawaan
penumpangawak saranapengangkut dan
pelintasbatas

pemeriksaamadan(body check)

. wawancaratau pemeriksaasecaranendalam
penimbunanbarang penumpangyang belum
diselesaikankewajiban pabeanny&rmasuk
barandost and found dan barangegahan

f. monitor CCTV

g. pengawasan

®ao

3. KameraCCTV JumlahPenempatan

D. Kondisi KawasarSecaraUmum

E. LAMPIRAN:

: Ada/Tidak Ada*)

: Ada/Tidak Ada*)

: Ada/Tidak Ada*)

: Ada/Tidak Ada*)
: Ada/Tidak Ada*)
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1. GambabDenah(Petakawasatyang akandijadikanKawasarPabean.
2. Tataletak(lay out) kawasan.
3. Fotofoto kawasan, sarana, peralatan, dan fasilitas lainnya.

DemikianBeritaAcara Pemeriksaaimi dibuatdengansebenamya.

Pimpinan/WakiPerusahaan PejabatBea dan Cukaiyang memeriksa
1. Tandatamgan ...
2 Nama e
3. NIP

1. Tandatangan
2 Nama
3. NIP

Mengetahui,
Atasan_Langsung

*) pilih salah satu atau coret yang tidak perlu

DIREKTURJENDERALBEA DAN CUKAI,
-ttd-

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Dlrel;tomt dJenderal

Kepala Bagéf,‘(num NG




LAMPIRAN 11

PERATURANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER6/BC/2015

TENTANG TATA CARA PENETAPAN KAWASAN PABEAN DAN
TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA. PEMINDAHAN LOKASI
PENIMBUNAN BARANG DI TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA,
DAN PENGENAANSANKSI

Contoh Format Surat PenerusanPermohonanPenetapanKawasanPabeaflTPS

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomor L, Tanggal ................
Lampiran T T T T T T T T T T )
Hal : Penerusan dan rekomendasi permohonan penetapan

sebagai Kawasan Pabean/TPS¥*)

Yth. KepalaKantor Wilayah DJBC ......

Sehubungarengan surat........ Nomor .......... tanggal .......... hal ......... :

bersamani kamisampaikarhathal sebagaibertkut.

1.

Kami menerimaperrnohonarpenetaparsebagai Kawasan Pabean/TPS atas
nama

a Nama Rrusahaan :.........cccoeivinnnn

b. NPWP e

c. Alamat e

. Kami telah melakukan penelltlan kelengkapanberkas perrnohonanyang

bersangkutadan dinyatakariengkap padatanggal ..

. Terhadapkawasan/tempapenimbunan*) yang dlajukan penetaparsebagai

Kawasan Pabean/TPS*)tersebuttelah dilakukan pemeriksaarokasi dengan
Berita Acara Pemeriksaarsebagaimanaerlampir, yang secaraumumdapat
kamisampaikan:

- U (kondisi kawasan/tempatenimbunain

o T, (saranalan prasaranp

Berdasarkanpemeriksaanlokasi sebagaimanadimaksudpada angka 3 dan
kesiapandalcun pelayanandan pengawasarkepabeanandan cukai, kcuni
rnerekomendasikapahwa.....

Bersama ini kami teruskan berkas perrnohonandimaksud untuk
rnendapatkakeputusanebih lanjut.

Demikian disampaikan.

KepalaKantor,
NIP e,
Tembusan:
1. DirekturJenderab.p. Direktur Teknis Kepabeanan
2. Pimpinan ....

*) pilih salah satu atau coretyang tidak perlu

Salinan sesuaidenganaslinya, ~DIREKTURJENDERAL BEA DAN CUKAL,
SekretaridPirektorat Jenderal

u.be WO N RE b.,m, v -ttd-

Kepala /BM

AGUNG KUSWANDONO




LAMPIRAN IV

PERATURANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER6/BC/2015

TENTANG TATA CARA PENETAPAN KAWASAN PABEAN DAN
TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA. PEMINDAHAN LOKASI
PENIMBUNAN BARANG DI TEMPAT  PENIMBUNAN
SEMENTARA, DAN PENGENAANSANKSI

Contoh Format KeputusarPenetapanSebagaiKawasanPabean

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBUK INDONESIA
KEPUTUSANMENTERI KEUANGAN

TENI'ANG
PENETAPAN KAWASAN DI .............. SEBAGAIKAWASAN PABEAN
ATASNAMA ., (namapengelola
MENTERI KEUANGAN,

Menimbang a bahwasetelahdilakukan penelitianatas surat permohonan
..... Nomor ..... tanggal....., diperolehkesimpulanbahwa
kawasardi ..... telah memenuhsyaratuntuk ditetapkan
sebagaKawasarPabean;

b. bahwaberdasarkampertimbangarsebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan KeputusaiMenteri
Keuangantentang PenetapanKawasanDi ....... Sebagai
KawasarPabeartas Nama........

Mengingat 1. UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimanaelah
diubah denganUndangUndangNomor 17 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006
Nomor. 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 4661)
2. Peraturan Menteri KeuanganNomor 23/PMK.04/2015
tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan

Semeatara;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENI'ANG PENETAPAN
KAWASAN DI ....... SEBAGAI KAWASAN PABEAN ATAS NAMA
PERTAMA . Menetapkansebagai KawasanPabeanatas nama .........

dengardatasebagaberikut:
1. PengelolaKawasarPabean:

a. NamaPerusahaan L e
b. NPWPPemusahaan L e
c. AlamatPerusahaan L e
d. Telepon/Faksimile e



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA
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e. NamaPenanggungawab : ............cc.cceeo.n.
f. Alamat Penanggungawab : ......................
g. NPWPPenanggungawab : ...........ccocceeeen.
Lokasi KawasanPabea:
a. Letak
b. Alamat D e
c. Desal/Kelurahan e,
d. Kecamatan D e
e. Kabupaten/Kotamadya @ ...cocoeiiciiiiinenn
. Propinsi e
3. Ukuran:
a. Panjang
b. Lebar
c. Luas
4. Batasbatas
a. SebelahJtara
b. SebelahTimur
c. Sebelalselatan
d. SebelalBarat L e,
5. KoordinatTitik-Titik Batas e,
5. Pintu Masuk/Keluargate e
6. Gambaidenahokasi . Terlampir

. PenetaparsebagaiKawasanPabeansebagaimanadirnaksud

dalam Diktum PERTAMA disertai kewajiban Pengelola
KawasanPabeanmemenuhiketentuansebagaimanaiatur
dalam PeraturanMenteri KeuanganNomor 23/PMK04/2015
tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan
Semetara.

. KawasanPabean sebagaimanadimaksud dalam Diktum

PERTAMA beradadi bawah pengawasan KantdPabean

. Dalam hal terdapatperubahanatas data sebagaimana

dimaksud dalam Diktum PERTAMA harusdiberitahukan
kepadaKepalaKantorPabean......

. Keputusan Menteri Keuanganini mulai berlaku sejak

tanggalditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuanganini disampaikan
kepada:

1 DirekturJenderaBea danCukai;

2. Direktur TeknisKepabeanan;

3 DirekturPenindakananPenyidikan;

4. KepalaKPPBC....... (KPPBCyang mengawagi

Asli KeputusanMenteriKeuangarnini disampaikarkepada



yang bersangkutan untuk  dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkardi ............. -
padatanggal...............

a.n. MENTERI KEUANGAN

" KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC...../
KEPALA KPUBC ....%

*) pllih salah satu atau coretyang tidak perlu

DIREKTUR JENDERALBEA DAN CUKAI,

-ttd-

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat J enderal

NOAN RE n\
Uy N

N\

u.b.
Kepala Bagiﬁ U
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LAMPIRAN V

PERATURANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER6/BC/2015

TENTANG TATA CARA PENETAPAN KAWASAN PABEAN DAN
TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA. PEMINDAHAN LOKASI
PENIMBUNAN BARANG DI TEMPAT  PENIMBUNAN
SEMENTARA, DAN PENGENAANSANKSI

ContohFormat Surat PemberitahuarPenolakan

KOP SURAT KANTOR WII.LAYAH KANTOR PE.AYANAN UTAMA

Nomor D e ETTSTORR Tanggal ........c...en.e
Lampiran : Penting
Hal - Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan

Penetapan Sebagai Kawasan Pabdats*)
Ythoooo, (namaperusahadpengelola

Sehubungardengan surat SaudaraNomor .......... tanggal .......... hal
......... , denganini kami beritahukanbahwa permohonanpenetapansebagai
KawasanPabeard TPS*) atasnama:

1. Namaperusahadpengelola) T
2. NPWP s
3. Alamat s
4. Lokasi kawasay‘temoatpenlmbunan .......................

diputuskanitolak denganalasan:

o
L
3. dst
Demikian disampaikamuntuk dimaklumi.
a.n. Menteri Keuangan
KepalaKantor,
NIP e,
Tembusan:

1. DirekturJenderalu.p. Direktur Teknis Kepabeanan
2. KepalaKPPBC....
*) pilih salahsatu atau coretyarig tidak perlu

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-
Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direkte;‘gt Jenderal
u.b. / LD AGUNG KUSWANDONO
Kepala B? mum - '

1 KRETARIAT ) * |
er |
NN

N

Indrajati Martini=——— =
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LAMPIRAN VI

PERATURANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER6/BC/2015

TENTANG TATA CARA PENETAPAN KAWASAN PABEAN DAN
TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA. PEMINDAHAN LOKASI
PENIMBUNAN BARANG DI TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA,
DAN PENGENAANSANKSI

ContohFormat Surat PeringatankepadaPengelolakawasanPabean

KOP SURATKANrOR PABEAN

Nomor D e ITTTTTITs Tanggal ........cvvvvne
Lampiran : Penting

Hal . Surat Peringatan

A 1 o (hamaperusahaan/pengeldla

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor  23/PMK.04/2015
tentangKawasan Pabeandan Tempat PenimbunarBementaraSaudarasebagai
pengelolaKawasanPabean:

1. NamaPerusahaan/Pengelola
2. NPWP
3. Alamat
4. Nomordan tanggalKeputusan

diberikan PERINGATAN denganalasan:
1. ...

2.....dst.

Saudaradiminta untuk segera memenuhihakhal yang menjadi alasan
diterbitkannyasurat pertngatahini.

Demikian disampaikamuntuk mendapaperhatlarGaudara.

a.n. MenteriKeuangan

KepalaKantor,
NIP oo
Tembusan:
..................... (unit pengawasan
DIREKTUR JENDERALBEA DAN CUKAI,
Salinan sesuai dengan aslinya, -ttd-
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b. G \__",;, ”
Kepala Bagian U‘n{u{n AGUNG KUSWANDONO
&f —\*

— \




LAMPIRAN VII

PERATURANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER6/BC/2015

TENTANG TATA CARA PENETAPAN KAWASAN PABEAN DAN
TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA. PEMINDAHAN LOKASI
PENIMBUNAN BARANG DI TEMPAT  PENIMBUNAN
SEMENTARA, DAN PENGENAANSANKSI

Contoh FormatKeputusanPencabutanAtas Keputusan PenetapanSebagai

KawasanPabean

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBUK INDONESIA

KEPUTUSANMENTERIKEUANGAN

TENTANG

PENCABUTANATAS PENETAPANKAWASAN DI ...SEBAGAI KAWASANPABEAN

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan:

PERTAMA

ATASNAMA ........... (namaperusahaan/pengeldla
MENTERIKEUANGAN,

a. bahwa berdasarkarhasil penelitian, Kawasan Pabeanatas nama

.......... diketahu.............(alasanpencabutajy
b. bahwa berdasarkan pertimbangasebagaimana dimaksudpada
huruf . a, perlu menetapkan Keputusan Menteri

Keuangan tentang PencabutanAtas Penetapan Kawasan di
.... SebagaKawasanPabearAtas Nama

a. UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 3612) sebagaimanaelah diubah dengan
UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 93, Tambahan
LembararmegaraRepublikiIndonesidNomor 4661)

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMKO04/2015
tentang Kawasan Pabean dan  Tempat Penimbunan

Sementara
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN
ATAS PENETAPAN KAWASAN DI ... SEBAGAI KAWASAN
PABEAN ATASNAMA ..........
Mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor .......... Tentang
Penetapan Kawasan Di ...... Sebagai Kawasan Pabean Atas

Nama........



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Dengan pencabutamatas penetaparsebagai Kawasan Pabean

sebagaimandimaksudpadaDiktum PERTAMA:

a. tidak diizinkan adanya pemasukarbarang impor danatau
barangekspor ke kawasandan

b. hanya diizinkan pengeluararbarang impor dan'atau barang
ekspor.

MemertntahkanKepala Kantor Pengawasandan PelayananBea
dan Cukai ...... /Kepala Bidang untuk melakukan
pengawasandan pengamanandalam rangka penyelesaian
kewajiban pabean.

KeputusanMenteri Keuanganini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini  disampaikan
kepada:

1. DirekturJenderaBeadan Cukai;

2. DirekturTeknis Kepabeanan;

3. Direktur Penindakamlan Penyidikan;

4. KepalaKPPBC....... (KPPBCyang mengawasi

Asli KeputusanMenteri Keuanganini disampaikankepada
yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkandi ...............
padatanggal...............

a.n.MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
.../ KEPALA KPUBC ...¥)

*) pilih salahsatu ataucoret yang tidak perlu

DIREKTUR JENDERALBEA DAN CUKAI,

-ttd-

Salinansesuaidenganaslinya,
SekretartdDirektoratlenderal

AGUNG KUSWANDONO

U.b.
KepalaBagian Umum

Indraj atl%ﬂarﬁni‘i/’

/4
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LAMPIRAN VIII

PERATURANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER6/BC/2015

TENTANG TATA CARA PENETAPAN KAWASAN PABEAN DAN
TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA. PEMINDAHAN LOKASI
PENIMBUNAN BARANG DI TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA,
DAN PENGENAANSANKSI

ContohFormat Surat PermohonarfPenetapaisebaqail PS

KOP PERUSAHAAN
Nomor e Tanggal ........c...en.e
Lampiran : ...,
Hal . Permohonan Penetapan Sebagai TPS

Yth. KepalakantorWilayah....melaluikepalakPPBC...../
KepalaKantor Pelayanat/tana....”)

Denganhormat,

Yangbertandatangandi bawahini:

Nama PP OO
NomorKTP/Kartulzin Tinggal PO PO PP PP P PP P PPPPPPPPPPPP
Pe&erjaan/Jabatan USSP
Alamat P PPPR PP

Bertindak atasnamaBadanUsaha:

NamaPerusahaan P EUPPR PP
NPWPPerusahaan L et r et e e e e ———r e e e e e e —tteaeeeeeaa it reaaaeaaans
AlamatPerusahaan PP UUPPUPPRT
Telepon/Faksimile e e nne s

NamaPenanggungawab S
NPWP PenanggugJawab PP PPP PP PPPPPPPI
AlamatPenanggundawab PP

rriengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan sebagai Tempat
PenimbunanSementardTPS) dengandatasebagaberikut:

1. Lokasi:

a. AlamatJalan SRR
b. Kelurahan/Desa ST RT/IRW. ..o
c. Kecamatan T
d. Kabupaten/Kodya PP
e. Propinsi Tt tttteeeeeereeeeteeetea—e———————————————tatarrarartrarrrrtannranes

2. Batasbaas:

a. U'ta_ra N
b. Timur Lttt e e
c. Selatan Lttt e e
d. Barat et
3. Jenis Tempat Penimbunan & .. e
4. Luas dan Daya Tampung PSP

5. Lampirarlampiran:
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b. ... dst (sesugang disyaratkan).
Demikian permohonan kami ajukan untuk mendapatkan pertimbangan
sebagaimanmestinya
Pemohon
materai

*) pilih salah satu atau coretyang tidak perlu

DIREKTURJENDERALBEA DAN CUKAI,

-ttd-

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretaris Direktorat t Jenderal
u. b/ : *&\)l«hGAH,QO(/\

Kepala Bagén/Urm\?\
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LAMPIRAN X

PERATURANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER6/BC/2015

TENTANG TATA CARA PENETAPAN KAWASAN PABEAN DAN
TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA. PEMINDAHAN LOKASI
PENIMBUNAN BARANG DI TEMPAT  PENIMBUNAN
SEMENTARA, DAN PENGENAANSANKSI

ContohFormatSuratPemyataan

KOP PERUSAHAAN
SURAT PERNYATAAN
Nomor.....

Padahari ini ..... tanggal.....bulan..... tahun...... saya yang bertandaangan
di bawahini:
Nama PP UPPPPPPPPPTR
NamaKTP/Kartu Izin Tinggal TP PTROPPPPPPPPPN
Jabatan PO PP PR PPPPPP
Alamat TP

Selaku penanggung jawab dari:

Nama perusahaan L e
NPWP e ———————
Alamat e ———————————

denganini menyatakanbahwa jlka permohonanpenetapansebagaiTempat
Penimbunan Sementara(TPS) disetujui maka perusahaansaya sanggup
untuk:

1. menyediakanperalatan dan fasilitas yang memadaiuntuk menunjang
kegiatan operasional TPS sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
23/PMK.04/2015 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan
Semeatara;

2. melunasiBea Masuk dan/atauCukai, Sanksiadminstrasiberupadenda,

sertaPajak Dalam Rangka Impor, dalamhal terdapatkewajibanpelunasan
selamaberoperassebagail PS.

Demikiansurat pemyataarnini dibuatdengarsebenabenamya.

Disahkanoleh: Yang MembuatPemyataan,
. Notaris
Meterai
Salinan sesuai dengan aslinya, DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
Sekretarls Direktorat Jenderal
' X -ttd-
Kepala Bagian umi#k(\ :
‘ ’ AGUNG KUSWANDONO

Indrajati ﬁiamﬁg .
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LAMPIRAN X

PERATURANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER6/BC/2015

TENTANG TATA CARA PENETAPAN KAWASAN PABEAN DAN
TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA. PEMINDAHAN LOKASI
PENIMBUNAN BARANG DI TEMPAT PENIMBUNAN
SEMENTARA, DAN PENGENAANSANKSI

Contoh Format BeritaAcara Pemeriksaamhokasi untuk PenetapanSebagaiTPS

KOP SURAT KANTOR PABEAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI
PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA

NomorBA- .........

Pada hari ini ......... tanggal ......... BULAN .......... tahun ......... , kami
yang
bertandaangandi bawah ini:
1. Nama e ———

NIP e

Pangkat/Gol. P

Jabatan s
2. Nama e

NIP e ————————

Pangkat/Gol. e

Jabatan e ————————
berdasarkarsurat Tugas Kepala ............... Nomor ............... tanggal ...... :

telah melakukanpemeriksaarokasi terhadapbangtinandarfatau lapangan
atau tempatlain yang diajukan penetapannyaebagai Tempat Penimbunan
Sementaraebagaberikut:

A.. PEMOHON:

Nama Perusahaan e
NPWP Perusahaan e ——
Alamat Perusahaan e —
Telepon/Faksirnile e —
NamaPemilik/Penanggungawab : ..o,
Alamat Pemilik/Penanggung e —
Jawab

7. NPWPPemilik/Penanggundawab : .........cooimiiiiiniaen.

OURWNE

B. KONDISI FHSIK:

1. Lokas:
a Letak . Dalam Pelabuhan Laut/ Bandar
Udara/Tempat Lainnya*)
b. Alamat e,
c. Desa/Kelurahan s
d. Kecamatan e,
e. Kabupaten/Kotamadya : ........ccoooiiiiiiiiiiiiiiiinnnn...
f. Propinsi e

2. Jenis:
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| | LapangarPenimbunan

L] LapangarPenimbunarPeti Kemas
[ ] GudangPenimbunan

|| Tangki Penimbunan

Ukuran:

a. Panjang e

b. Lebar L e

c. Luas P,

d. Volume e
Pagar:

a. Konstruksi e

b. Tinggi e

Cc. Kondisi e
Batasbatas:

a. SebelalJtara . Berbatasan dengan......
b. Sebelallimur . Berbatasarmengan........
c. Sebelalselatan : Berbatasamlengan........
d. SebelaBarat . Berbatasamengan........

Pint AksesTempatPenimbunan:

a. Jumlahpintu masuk(gate) : .......ccciieiee.

b. Jumlahpintu keluar(gate) : ......ccccoiennee.

Cc. PintuMasukUtama . Ada/TidakAda*)

d. PintuKeluarUtama . Ada/TidakAda*)

e. Catatan S

Jalan menujuTempatPenimbunan:

Jalandapatdilalui kendaraamoda 4 ataulebih : Ya/Tidak?®)
Kondisifisik:

Pondasberupa.......

C. FASILITAS YANG DIMILIKI:

1.

2.

2.

Kantor:
a. Operasiongberusahaan : Ada/TidakAda*)
b. RuangkerjaPejabaBeadan : Ada/TidakAda*)
Cukai
A Ukurandanluas e
A Fasilitas/perlengkapa Peralatam kantor, meja,
kursi kerja, komputer, dst
............ (sebutkan)
c. Loket pelayanan : Ada/TidakAda*)
d. Ruangtunggupenggungasa : Ada/TidakAda*)
Peralatardanfasilitaspenunjandegiatanusaha:
a  Forklift : ..... Oumlah kaposdtas, statu
kepemilikan,dll)
b. Crane S
c. Kendaraarpengangkut : _—
d. Alat ukur S
e. ... dst T (sebutkah

PemisaharPenimbunarBarang
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a. Garis pembatademwarnakuning

dengarebar 20 cm . Ada/TidakAda*)
b. Pagarpermanerberum....... dengantinggi .....
c. Pagarsemi permanerberu...... dengartinggi .....

3. Tempat pemeriksaan : Ada/TidakAda*)
a. Bentuk S
b. Ukuran/Luas P
c. Jumlahkaryawan/buruh : ... orang

d. Sarana/fasilitasainnya ...
e. Lampu Penerangan e
4. Sistempengelolaamarangdan medlakomunlka3|

a. Pengelolaanbarang : Komputa/manualA
b. Media komunikasi : PDE/manual )
5. Saranal/fasilitagainnya:

a. KameraCCTV : Ada/TidakAda*)

b. Monitor CCTV : Ada/TidakAda*)

c. Ruangistirahat : Ada/TidakAda*)

d. Kamar mandi/toilet - Ada/TidakA d a A
e. .. dst

D. LAMPIRAN:
1. Petatempatpenimbunaryang akan dijadikanTempat Penimbunan
Sematara.
2. Tataletak (lay ouf) tempatpenimbunan.
3. Fotofoto lokasi, sarana peralatan dan fasilitaslainnya.

‘DemikianBerita Acara Pemeriksaaimi dibuatdengarsebenamya.

Pimpinan/WakilPerusahaan Pejabatyang memeriksa
Tandatangan

Nama e
NIP D,
......................... Tanda tangan

Nama .
NIP et

WP WhE

Mengetahui:
Atasan langsung,

*) pilih salah satu atau coret yang tidak perlu

DIREKTUR JENDERALBEA DAN CUKAI,

-ttd-

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal AGUNG KUSWANDONO

Kepala Bagigﬂ:lnn(m
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LAMPIRAN XI

PERATURANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER6/BC/2015

TENTANG TATA CARA PENETAPAN KAWASAN PABEAN DAN
TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA. PEMINDAHAN LOKASI
PENIMBUNAN BARANG DI TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA,
DAN PENGENAANSANKSI

Contoh Format KeputusarPenetapanSebagaiTPS

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBUK INDONESIA

KEPUTUSANMENTERIKEUANGAN

tENTANG

PENETAPAN..... DI ..... SEBAGAI TEMPAT PENIMBUNAN
SEMENTARAATAS NAMA ..........o...... (namaperusahagn

Menimbang

Mengingat

Merietapkan

PERTAMA

.a

MENTERIKEUANGAN,

bahwasetelahdilakukanpeilelitiansurat permohonan....
Nomor ..... tanggal ....., diperolehkesimpulan bahwa
lapangahgudang/tangkiyang terletak di ..... telah
memenuhsyaratuntuk ditetapkansebagal PS;
bahwaberdasarkarpertimbangarsebagaimandimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri
KeuangantentangPenetapan.... di ..... SebagaiTempat
Penimbunarsementaratas Nama.....

UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimanaelah
diubah denganUndangUndangNomor 17 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006

Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 4661)

. Peraturan Menteri KeuanganNomor 23/PMK.04/2015

tentang Kawasan Pabeardan Tempat Penimbunan
Semeatara;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN

.. DI .... SEBAGAI TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA

ATASNAMA ..........

MenetapkarsebagaiTempat PenimbunanSementararrg
atasnama.......... dengardatasebagaberikut:

1.

Pengusah@PsS:

a NamaPerusahaan

b. NPWPPerusahaan

c. Alamat Perusahaan
d. Telepon/Faksimile



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM
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e. NamaPenanggung Jawab
f.  Alamat Penanggung Jawab
g. NPWPPenanggung Jawab

2. Lokasi TPS:

Letak

Alamat

Desa/Keluraha

Kecamatan

Kabupaten/Kotamadya

. Propinsi

3. Ukurantempatpenimbunan:
a. Panjang

"o o oo

b. Lebar
C. Luas
d. Volume

4. Batasbatas:

a. SebelaHJtara

b. Sebelahlimur

c. Sebelalselatan

d. SebelalBarat
Koordinat Titik-Titik Batas
Pintu Masuk/Keluar(gate) e
Gambardenahlokasi dan tata . terlampir
letak (lay out)

No o

Penetaparsebagal PS sebagaimandimaksuddalamdiktum
PERTAMA disertai kewajiban pengusahaTPS memenuhi
ketentuan sebagaimana diatudalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 23/PMK.04/2015 tentang Kawasan
Pabeaman TempatPenimbunarsementara.

TPS sebagaimanadimaksud dalam Diktum PERTAMA
beradai bawahpengawasaiantorPabean....

Dalam hal terdapatperubahan ataslata sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus diberitahukan
kepadaKepala KantorPabean......

a. Penetapai®sebagalPS sebagaimandimaksuddiktum
PERTAMA berlakusampaidengantanggal....

b. Permohonan perpanjangan atas masa berlaku
sebagaimanalimaksud pada huruf a harus diajukan
sebelunmjangkawaktuberakhir.

Keputusan Menteri Keuanganini mulai berlaku sejak
tanggaditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuanganini disampaikan
kepada: -

1. DirekturJenderaBea dan Cukai;

2. Direktur TekniskKkepabeanan;

3. Direktur Penindakamdan Penyidikan;

4. Kepala KPPBC....... (KPPBCyang mengawagi

Asli KeputusanMenteriKeuangarini disampaikarkepada



yang bersangkutan untuk

mestinya

*) pilih salah satu atau coret yang tidak perlu

dipergunakan sebagaimana

Ditetapkardi ....................
padatanggal ..........cccvuennnnn.

an. MENTERIKEUANGAN

KEPALA KANTORWILAYAH DJBC....../
KEPALAKPUBC.......%)

Salinan sesuai dengan aslinya,

SekretaridDirektor.atJenderal
u.b.

KepalaBal-c

DIREKTUR JENDERALBEA DAN CUKAI,

-ttd-

AGUNG KUSWANDONO
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LAMPIRAN XII

PERATURANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER6/BC/2015

TENTANG TATA CARA PENETAPAN KAWASAN PABEAN DAN
TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA. PEMINDAHAN LOKASI
PENIMBUNAN BARANG DI TEMPAT  PENIMBUNAN
SEMENTARA, DAN PENGENAANSANKSI

Contoh Format Surat PeTTTIOhonafPerparnanganPenetapanSebagaiTPS

KOP PERUSAHAAN

Nomor L e ——————— Tanggal ................
Lampiran T T T T T )
Hal - Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku

" Penetapan Sebagai TPS*)

Yth. KepalaKantor Wilayah....melalui KepalakPPBC.....I
KepalaKantor PelayanariJtama......%)

Sehubungandengan penetapan sebagai TPS atas nama ... sesuai
Keputusan Menteri Keuangan nomor ... tanggal ... akan berakhir masa
berlakunya, dengan ini kami mengajukan permohonarperpanjangan masa
berlaku.

Sebagaibahan pertimbangan bersamaini kami lampirkan:
1. ... (fotokopibukti perpanjangamasa penguasaatempat penimbunanyang
telah ditandasahkaalehnotarig.
2. ...fotokopidokumenlainnya.

Demikian permohonankami ajukan untuk mendapatkarpertimbangan
sebagaimananestinya

Pemohon,

materai

*) pilih salahsatu atau coretyangtidak perlu

DIREKTUR JENDERALBEA DAN CUKAI,

-ttd-

Salinansesuaidengan aslinya,

SekretarisDirektoratJenderal
u.b. AGUNG KUSWANDONO

Kepala B &dITitunte; -

x

Indrajati Martini; %,



LAMPIRAN XII'|

PERATURANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER6/BC/2015

TENTANG TATA CARA PENETAPAN KAWASAN PABEAN
DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA. PEMINDAHAN
LOKASI PENIMBUNAN BARANG DI TEMPAT PENIMBUNAN
SEMENTARA, DAN PENGENAANSANKSI

ContohFormat KeputusarPerpanjanganPenetaparSebagailPS

PERPANJANGANATAS KEPUTUSAN MENTERIKEUANGAN NOMOR

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBUK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

TENTANG

TENTANG PENETAPAN..DI ... SEBAGAITEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA
ATASNAMA .., (namaperusahaan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

a.

MENTERIKEUANGAN,

bahwasetelahdilakukan penelitiansurat permohonan
...... Nomor ..... tanggal...., diperoleh kesimpulan

bahwapermohonarmperpanjangan... telah memenuhi

b.

persyaratan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksudpadahuruf a, perlu menetapkarKeputusan
Menteri Keuangan tentang Perpanjangan Atas
KeputusanMenteri KeuanganNomor ... tentang
PenetapasebagaKawasarPabeartas Nama

1. UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan(LembaranNegara Republik Indonesia
Tahun1995Nomor 75, TambahanLembaranNegara
Republik IndonesiaNomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan UndangUndangNomor 17 Tahun
2006 (LembaranNegara Republikindonesialrahun
2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
RepublikindonesiaNomor 4661)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
23/PMK.04/2015tentang KawasanPabeandan
TempatPenimbunasementara;
KeputusarMenteri KeuangarNomor

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERPANJANGAN  ATAS KEPUTUSAN  MENTERI
KEUANGAN NOMOR..... TENTANG .....

Memperpanjang masa berlaku Keputusan Menteri
KeuanganNomor ..... denganmengubahdiktum KELIMA
huruf a sehingganenjadiberbunyi:

"PenetaparsebagaiPS sebagaimandimaksuddiktum
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PERTAMA berlakusampadengantanggal_ ..."

KEDUA . Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri
KeuangarNomor .....

KETIGA . KeputusanMenteri Keuanganini mulai berlaku sejak

tanggal ditetapkan.

Salinan KeputusanMenteri Keuanganini disampaikan
kepada:

DirekturJenderaBeadanCukai;

Direktur Teknis Kepabeanan;

Direktur Penindakardan Penyidikan;
KepalaKPPBC....... (KPPBCyang mengawagi

AW R

Asli  Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan
kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimanaestinya

Ditetapkandi ..............
padatanggal...............

a.n. MENTERIKEUANGAN

KEPALA KANTOR WII.LAYAH DJBC...../
KEPALA KPU BC ....%

*) pilih salahsatu atau coretyangtidak perlu

DIREKTUR JENDERAL BEADAN CUKAI,

-ttd-

AGUNG KUSWANDONO
Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagianﬂm“ﬁmi\ AN

= " X \
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LAMPIRAN XIV

PERATURANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER6/BC/2015

TENTANG TATA CARA PENETAPAN KAWASAN PABEAN
DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA. PEMINDAHAN
LOKASI PENIMBUNAN BARANG DI TEMPAT PENIMBUNAN
SEMENTARA, DAN PENGENAANSANKSI

1. ContohFormatPermohonarPLP untukPeti Kemas

KOP SURAT

Nomor @ ... Tanggal ........c...en.e

Lampiran: .....................
Hal . PermohonanPLP

Yth. Kepala Kantor ......
u.p. Kepala Seksi......

Denganni kami mengajukanPermohonanPemindahariokasi Penimbunan
(PLP) atas barang impor yang belum diselesaikankewajiban pabeannya
sebagaberikut:

BC 1.1 nomor ........ tanggd......
Peti Kemas .
No. Urut Nomor Ukuran Jumiah Keputusan Pejabat BC

1. Disetujui/Ditolak*)

dst. Disetujui/Ditolak*)
TPSAS@i e, kode TPS..............YOR/SOR: ....0
TPSTujuan : ... kode TPS:............. YOR/SOR:....%
Alasan :

Demikiankami sampaikaruntuk mendapakeputusan.

Pemohon,

KeputusanPejabaBea dan Cukai:
Nomor e
Tanggal :..cocooeiiennnnet
a.n.Kepala Kantor,

Kepala Seksi.....

NIP
Pengeluaran dari TPS Asal Pemasukaike TPSTujuan
Tanggal D Tanggal RO
Pukul i Pukul
PejabaBeadan Cukai:
Nama e Pejaba’Bea dan Cukai:
NIP A Nama i
TandaTangan ................. NIP o

TandaTanan: ................

*) pilih salahsatu atau coretyangtidak perlu
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2. Contoh Format Permohona®LPuntuk Kemasan

KOP SURAT

Nomor @ ... Tanggal .......c......e
Lampiran: .......cccceeeeeennns
Hal . PermohonanPLP

Yth. Kepala Kantor ......
u.p.Kepala Seksi ........

Denganini kami mengajukanPermohonanPemindahanLokasi Penimbunan

(PLP) atas barangimpor yang belum diselesaikankewajibanpabeannyaebagai
berikut:

BCI.1nomor....... tangdl......
Kemasan Dokumen AWB / BL .
No. Urut Jenis Jumian Nomor Tanggal Keputusan Pejabat BC

1. Disetujui/Ditolak*)

dst. Disetujui/Ditolak*)
TPSAsdA e kode TPS..............YOR/SOR: .....94
TPSTujuan D e, kode TPS.............. YOR/SOR:....%
Alasan L L

Demikiankami sampaikaruntuk mendapakeputusan.

Pemohon,
KeputusanPejabaBea dan Cukai: Nomor
Tanggal SR
a.n.Kepala Kantor,
Kepala Seksi....
NIP
Pengeluaran dari TPS Asal Pemasukake TPSTujuan
Tanggal . Tanggal i e
Pukul EREREREEE LR Pukul e
PejabaBeadan Cukal
Nama e eeeeeeeeeeeeas PejabaBea dan Cuka|
NIP e Nama i
TandaTangan S NIP e
Tanda Tanqan .................

Awpilih salahsatu ataucoretyangtidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya, DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
Sekretaris Direktorat Jenderal

- u.b. : -ttd-
Kepala Bagla.n/Umum

AGUNG KUSWANDONO
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LAMPIRAN XV

PERATURANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER6/BC/2015

TENTANG TATA CARA PENETAPAN KAWASAN PABEAN DAN
TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA. PEMINDAHAN LOKASI
PENIMBUNAN BARANG DI TEMPAT PENIMBUNAN
SEMENTARA, DAN PENGENAANSANKSI

I. TATA KERJA PENGAJUAN DAN PELAKSANAAN PLP DENGAN

PERMOHONAN DALAM BENTUK TULISAN DI ATAS FORMULIR

A. Permohonadan PersetujuarPLP

PemohorPLP membuatdan mengajukansurat permohonanPLP

dalam 4 (empat) rangkap dilengkapidokumenpendukungkepada

Kepala Kantor Pabeanu.p. PejabatBea dan Cukai yang menangani

administrasimanifest.

PejabatBea dan Cukaiyang menanganadministrasimanifest:

a. Menerimasurat permohonanPLP dalam 4 (empat) rangkap
dilengkapidokumenpendukungdari PemohornPLP;

b. Membukukandan memberikannomor pendaftaranpada surat
permohonanPLP.

c. Meneliti permohonan PLP vyang diajukan Pemohon PLP
mengenai:

I) kesesuaiadatayang tercantundalam permohonarPLP dengan
yang tercantumdalamBC.l.1;

2) pemenuharmpersyarataralasanpermohona®LP;dan

3) penyelesaiarkewajiban pabeanbahwa atas barangimpor yang
bersangkutabelum diajukanpemberitahuampabearimpor.

d. memutuskarpermohona?LP berupa:

l) Persetujuardan memberikarcatatanpadapos BC |.I yang
bersangkutan, dalam hal data yang tercantum dalam
permohonan PLP dengan yang tercantum dalam BC-1.1
kedapatarsesuaidan persyarata®LP terpenuhi;atau

2) Penolakandalamhal datayang tercantundalam permohonan
PLP denganyang tercantumdalamBC.l.I kedapatantidak
sesuai dan/atapersyarataRLP tidak terpenuhi.

e. mendistribusikarkeputusanpersetujuandan/atau penolakan
atas permohonarPLP:

1) apabilakeputusamatagpermohonarPLPberupapersetujuan:

i. lembar kesatudan lembarketigakepadaPemohorPLP;
i. lembar kedua kepada Pejabat Bea dan Cukai yang
mengawasiPS Asal,;
iii .lembar keempasebagaipertinggaluntuk monitoring.
2) apabila keputusaataspermohonai®LPberupapenolakan:
i. lembar kesatu kepadaPemohorPLP; dan
ii. lembar kedua, lembar ketiga, dan lembar keempatsebagai
pertinggal.
Pemohon PLP menerimakeputusan atas permohonanPLP dari
PejabatBea dan Cukai yang menanganiadministrasi manifest
berupa:
a. lembar kesatu dan lembar ketiga, dalam hal permohonanPLP
diberikanpersetujuarseluruhnyaatau sebagianatau

b. lembar kesatu, dalam hal permohonan PLP diberikan
penolakan.
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B. PemindahaiKemasan/Petikemas

1. PemohonPLP menyerahkanpersetujuanPLP lembar kesatu dan
lembar ketiga kepada PejabatBea dan Cukatyang mengawasiTPS
Asal. Apabiladalamsatu persetujuanPLP terdtrt lebih dari 1 (saty
kemasan/peti kemassehinggapemindaharbarang dilakukan lebih
dari sekali pengangkutandiserahkanuga fotokopipersetujuanPLP
kepadaPejabatBea dan Cukaiyang mengawasiPS Asal dan Pejabat
Bea dan Cukat yang mengawastTPS Tujuan untuk dtgunakan
sebagacatatanpembantuatas pengeluaradan pemasukarbarang
impor dari dan ke TPS secaraertahap.

2. PejabatBea dan Cukatyang mengawasiPS Asal:

a
b.

C.

MenerimgpersetujuanPLP lembarkesatudanlembarketigadari

PemohorPLP.

MenerimapersetujuanPLP lembar keduadari PejabatBea dan

Cukatyang menanganadmtnistrasimanifest;

MencocokkarpersetujuanPLP lembar kesatu dan lembar ketiga

yang diterimadari PemohonPLP denganpersetujuanPLP lembar

keduayang diterimadari PejabatBea dan Cukatyang menangani
administrasimanifes;

Mengawasipengeluaranbarang dengan mencocokkannoma,

ukuran, dan jumlah peti kemasatau jenis dan jumlah kemasan

denganyangtercantumdalamkeputusanpersetujuanPLP.

Dalamhal pencocokamsebagaimandimaksudpadahuruf d:

1) kedapatarsesuai,

a) melakukan penyegelandan/atau pengawalarterhadap
kemasarpetikemas,

b) melayanipengeluararbarangimpor;

¢) memberikancatatan pengeluaranpada persetujuan PLP,
dan

d) menyerahkanpersetujuan PLP lembar kesatu Kepada
PemohonPLP dan lembar ketiga kepada PengusahalPS
Asal serta lembar kedua kepadaPejabatBea dan Cukai
yang mengawasiPS Tujuan.

Apabila dalam satu persetujuanPLP terdiri lebih dari satu

kemasargeti kemassehingggpemindaharbarangdilakukan

lebih dari sekali pengangkutan, setiap pengeluaran

kemasan/petikemasdicatat padalembarfotokopipersetujuan

PLP sebagatatatanpembant. Pemberiaratatanpengeluaran

pada lembar persetujuan PLP sebagaimanalimaksud pada

huruf c¢) dilakukan setelah seluruh kemasan/peti kemas

selesadikeluarkandari TPS Asal.

2) kedapatantidak sesuéi menolak pengeluarambarangimpor,
memberikan catatan pada persetujuan PLP, dan
menyerahkannyakepada Pejabat Bea dan Cukat yang
menangani administrasi manifest untuk penyelesatan lebih
lanjut.

3. Pengusah&PS PemohonPLP

a.

MenerimgpersetujuanPLP lembar kesatu yangtelah diterbitkan
catatan pengeluararbarangoleh PejabatBea dan Cukai yang
mengawasiPS Asal;

Melakukanpemindaharkemasan/petikensa

MenyerahkampersetujuanPLP lembarkesatudan lembarketiga
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yang telah diberikancatatanpengeluaratarangkepadaPejabat
Bea dan Cukaiyang mengawasiPS Tujuan.

4. Pengusah@PS Asal:
a. MenerimapersetujuanPLP lembar ketiga yang telah diberikan

catatan pengeluaran barangleh PejabatBea dan Cukai yang
mengawasiPS Asal;

Menyerahkan persetujuan PLP lembar ketiga yang telah
diberikan catatan pengeluaranbarang kepada Pemohon PLP
untuk diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang
mengawasiPS Tujuan.

5. PejabatBeadan Cukai yang mengawasil PSTujuan:

a.

Menerimapersetujuan PLP lembar kesatu dan lembar ketiga
yang telah diberikan catatan pengeluararbarangdari Pemohon
PLP;

Menerimapersetujuan PLP lembar kedua yang telah diberikan
catatan pengeluararbarangdari PejabatBea dan Cukai yang
mengawasi PS Asal,

MencocokkarpersetujuanPLP lembarkesatudan lembar ketiga
yang diterimadari PengusahdPS Asal denganpersetujuanPLP
lembar keduayang diterima dari PejabatBea dan Cukai yang
mengawasi PS Asal;

Mengawasi pemasukan barang dengan mencocokkan nomor,
ukuran, dan jumlah peti kemasatau jenis dan jumlah kemasan
denganyang tercantum dalam persetujuan PLP dan meneliti
kondisitandapengaman.

Dalam hal pencocokamsebagaimandimaksudpadahuruf d:

1) kedapatamsesuatdan tandapengamaudalam kondisi utuh/baik:

a) membukaandapengaman;

b) memberikartatatanp masukarpada persetujuarPLP; dan

¢) menyerahkarpersetujuarPLP lembar kesatu kepadaPemohon
PLP, lembar kedua kepadaPejabat Bea dan Cukai yang
menanganadministrasimanifest,sertalembar ketiga kepada
Pengusah@P STujuan.

Apabila dalam satu persetujuanPLP terdiri lebih dari 1
(satu) kemasan/petikemassehinggapemindahanbarang
dilakukan lebih dari sekali pengangkutan, setiap
pemasukan kemasan/peti kemadglicatat pada lembar
fotokopi persetujuan PLP sebagaicatatan pembantu.
Pemberiarcatatan pemasukarmpadalembarpersetujuanPLP
sebagaimanadimaksud pada huruf b) dilakukan setelah
seluruh kemasan/peti kemas selesai dibongkar di TPS
Tujuan.

2) kedapatantidak sesuaiatau kedapatansesuai tetapi tanda

pengamarmalam kondisi rusaktidak utuhtidak baik:

a) memberikan catatan pemasukan dan catatan mengenai
ketidaksesuaiandan/tau kerusakantanda pengamarpada
persetujuarPLP;dan

b) menyerahkarpersetujuanPLP kepadaPejabat Bea dan Cukai
yang menanganpenindakandan penyidikanuntuk penelitian
lebih lanjut.

6. Pengusah@PSTujuan:
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a. Menerima persetujuanPLP lembar ketiga yang telah diberikan
catatanpemasukanleh Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasirPS
Tujuan;

b. Melakukanpenimbunarbarangmpor sesuapersetujuarPLP.

7. PengusahdPS Asal menerimadan menyimpanpersetujuan PLP
lembar kesatu yangtelah diberikancatatanpemasukan barangieh
PejabaBea dan Cukaiyang mengawasiPSTujuan.

8. PejabatBea dan Cukai yang menanganiadministrasi manifest
menerimapersetujuanPLP lembar kedua yang telah diberikancatatan
pengeluaranian pemasukamlari PejabatBeadan Cukai yang mengawasi
TPSTujuan.

9. PejabatBea dan Cukai yang menanganiadministrasi manifest
menerima persetujuan PLP lembar kesatu, lembar kedua, dan
lembar ketiga yang telah diberikan catatan mengenai
ketidaksesuaiamomQr, ukuran,dan jumlah peti kemasataujenis dan
jumlah kemasardari PejabatBea dan Cukai yang mengawasiTPS
Asal untuk penyelesaialebih lanjut.

10.Pejabat Bea dan Cukai yang menanganipenindakandan penyidikan
menerima persetujuan PLP lembar kesatu, lembar kedua, dan
lembar ketiga yang telah diberikan catatan mengenat
ketidaksesuatanomor, ukuran,dan jumlah peti kemasataujents dan
jumlah kemasardari PejabatBea dan Cukatyang mengawasiTPS
Tujuanuntuk penelitianebth lanjut.

C. PascaPemindaharikemasan/Petikemas

PejabatBea dan Cukatyang menanganadministrasimanifest:

1. Dalam hal telah menerima persetujuarPLPlembar kedua dari PejabatBea
dan Cukai yang mengawasiTPS Tujuan, mencocokkampersetujuanPLP
lembar kedua yang telah diberikan catatan pengeluarandan catatan
pemasukadenganpersetujuarPLPlembar keempat. Dalam hal:

a. kedapatansesuai, melakukan rekonsilasi persetujuan PLP dan
menatausahakaerkas PLP; atau

b. kedapatartidak sesuai, meminta konfirmasi kepada Pejabat Bea dan
Cukai yang mengawasiTPS Tujuandan/atauPejabat Bea dan Cukai
yang mengawasiT PSAsal.

2. Dalam hal persetujuarPLP lembar keduatidak diterima kembali,
memintakonfirmasikepadaPejabatBea dan Cukaiyang mengawasi
TPS Tujuan, dan/atau PejabaBea dan Cukaiyang mengawasiTPS
Asal.

D. PembatalanPersetujuanPLP
1. PemohonPLP:

a. membuatsurat permohonarmpembatalanPLP dalam 3 (tiga)
rangkapdilampiri denganfotokopipersetujuanPLP.

b. menyampaikansurat permohonanpembatalan PLP kepada
Kepala Kantor Pabean u.p. Pejabat Bea dan Cukai yang
menanganadministrasimanifest.

2. PejabatBBea dan Cukaiyang menanganadministrasimanifest:

a. Menerimasurat permohonampembatalarPLP;

b. MenelitipermohonarmpembatalanPLP meliputi:

1) kesesuaian data yang tercantum dalam surat permohonan
pembatalanPLP denganyang tercantumdalampersetujuan
PLP;
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2) alasanPermohonampembatalafLPtelah sesuaketentua; dan

3) Permohonarpembatala, telah mencakupseluruh kemasanatau
peti kemasyang termasukdalaml (satu) dokumenpengangkutan
(bill of lading atau airway bill) ataupos manifestdari barangimpor
yang bersangkutan.

c. Memutuskan persetujuan pembatalan PLP dan memberikan
catatanpadapersetujuarPLP yang dibatalkan,dalamhal basil
penelitian sebagaimanadimaksud pada huruf b terpenuhi;
atau

d. Memutuskan penolakan pembatalan PLP dengan memberikan
alasan penolakan, dalamhal basil penelitian sebagaimana
dimaksudpadahuruf b tidak terpenuhi.

e. Memberikan nomor dan tanggal pendaftaran terhadap
persetujuan atau penolakan pembatalan PLP dan
mendistribusikan:

1) lembarpertamakepadaPengusahaPS Asal,

2) lembar kedua kepada Pejabat Bea dan Cukai yang
mengawasiPS Asal; dan

3) lembarketigasebagapertinggal.

. TATA KERJA PENGAJUAN DAN PELAKSANAAN PLP DENGAN

PERMOHONAN DALAM BENTUK DATA ELEKTRONIK MELALUI

SISTEM TPS ONLINE

A. Permohonardan PersetujuanPLP

1.

PemohonPLP:

a. menyiapkanpermohonanPLP dalam bentuk data elektronik
sesuaelemendatayangditetapkan.

b. mengirimkan data permohonanPLP kepada Kepala Kantor
Pabean u.p. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani
administrasimanifestmelaluisistemTPS Online.

2. SistemKomputerPelayanar(SKP) di Kantor Pabearmenerimadata

permohonanPLP dari PemohonPLP dan meneruskanny&epada
PejabatBea dan Cukaiyangmenanganadministrasimanifest.
PejabaBea dan Cukaiyangmenanganadministrasimanifest:

a MenerimadataPermohonarPLP;

b. MenelitipermohonarPLP meliput:

1) kesesuaiadatayang tercantundalampermohonanPLP dengan
yangtercantumdalamBC.1.1;

2) pemenuhampersyaratamalasanPermohona®LP;dan

3) penyelesaiakewajibanpabeanbahwaatas barangimpor yang
bersangkutamelum diajukan penberitehuan pabeanmpor.

c. memutuskamermohona®LP berupa:

1) Persetujuandan me.mberikarcatatan padapos BC 1.1 yang
bersangkutan. dalam hal data yang tercantum dalam
permohonan PLP dengan yang tercantum dalam BC1.1
kedapatarsesuaidan persyarata®LP terpenuhi;atau

2) Penolaka, dalamhal datayang tercantundalampermohonan
PLP denganyang tercantum dalam BC1.1 kedapatantidak
sesuaidan/atau persyarataRLP tidak terpenuhi.
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4. SKP di Kantor Pabeanmemberikannomordan tanggalpendaftaran

terhadap permohonarPLP yang telah mendapatkeputusandari

PejabatBea dan Cukaiyang menanganadministrasimanifestdan

mengirimkarrespon:

a. persetujuanPLP kepada PemohonPLP dan PengusahaTPS
Tempat Penimbunan Barang Berada, dalam hal permohonan
PLP diberikanpersetujuaseluruhnyatausebagianatau

b. penolakanPLP kepada PemohonPLP, dalam hal permohonan
PLP diberikanpenolaka.

B. PemindahaKemasan/Petikemas
1. Pengusah@PS Asal:

a. menerimaresponpersetujuanPLP melalui Sistem TPS Online,
mencetaknyadalam 1 (satu) rangkap, dan menyerahkannya
kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasiTPS Asal.
Apabila dalam satu persetujuan PLP terdiri lebih dari satu
kemasan/peti kemas sehinggapemindahanbarang dilakukan
lebih dari sekali pengangkuta, hasil cetakresponpersetujuan
PLP dibuatuntuk setiappemindahatftemasan/petkemsas.

b. menyiapkan barang impor untuk dilakukan penyegelan oleh
PejabaBea dan Cukai yang mengawasiPSAsal.

2. PejabaBeadan Cukaiyang mengawasiPSAsal:

a. Menerimahasil cetak responpersetujuarPLP dari Pengusahd PS
Asd;

b. Mencocokkanhasil cetak responpersetujuanPLP yang diterima
dari PengusahdPS Asal denganyang tercantumdalam SKP di
Kantor Pabea;

c. Mengawasi pengeluararbarang dengan mencocokkannomor,
ukuran, dan jumlah peti kemas atau jenis dan jumlah kemasan
denganyang tercantumdalampersetujuanPLP.

d. Dalam hal pencocokaisebagimanadimaksudpada huruf c:

1) kedapatarsesuai:

a) melakukan penyegelandan/atau pengawalarterhadap
kemasanpeti kemas;

b) melayanipengeluararbarangimpor;

¢) memberikarcatatan pengeluararpadahasil cetak respon
persetujuarPLP; dan

d) menyerahkarkembalihasil cetak responpersetujuanPLP
kepadaPengusah@FS Asal;

2) kedapatantidak sesuai,menol& pengeluararbarangimpor,
memberikan catatan pada persetujuan PLP, dan
menyerahkannyakepada Pejabat Bea dan Cukai yang
menanganiadministrasi manifest untuk penyelesaianebih
lanjut.

: PemohanPLP Asal melakukan pemindahankemasan/petikensa

merekamwaktu pengeluaranbarangdari TPS, dan mengirimkan

datapengeluaramarangmelaluiSistemTPS Online.

. PemohonPLP menyerahkanhasil cetak respon persetujuan PLP

kepadaPejabatBea dan Cukaiyang mengawasiPS Tujuan.

5. PejabaBeadan Cukaiyang mengawasiPSTujuan:

a. Menerimahasil cetakresponpersetujuarPLPdari PemohonPLP;
b. Mencocokkanhasil cetak responpersetujuanPLP yang diterima






dari PemohonPLP denganyang tercantumdalamSKP di Kantor
Pabean;

c. Mengawasi pemasukan barang dengan mencocokkan nomor,
ukuran, dan jumlah peti kemas atau jenis dan jumlah kemasan
denganyang tercantum dalam persetujuanPLP dan meneliti
kondisitandapengaman.

d. Dalam hal pencocokaisebagaimandimaksudpadahuruf c:

1) kedapatansesuai dan tanda pengaman dalam kondisi
utuh/baik:

a) membukaandapengaman;

b) memberikancatatan pemasukarpada hasil cetak respon
persetujuarPLP; dan

c) menyerahkarkembalihasil cetak responpersetujuanPLP
kepadaPemohorPLP,

2) kedapatantidak sesuai atau kedapatansesuai tetapi tanda
pengamarmlalam kondisi rusak/tidakutuh/tidak baik:

a) memberikan catatan pemasukan dan catatan mengenai
ketidaksesuaiardanatau kerusakantanda pengamanpada
hasil cetak respon persetujua®LP;dan

b) menyerahkanhasil cetak respon persetujuan PLP kepada
Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penindakadan
penyidikanuntuk penelitian lebih lanjut.

6. PengusahaPS Tujuan merekamvaktu pemasukarbarangke TPS
dan mengirimkan data pemasukanbarang melalui Sistem TPS
Online.

7. PengusahaPsS Asal inenerimahasil cetakresponpersetujuanPLP
yang telah diberikan catatan pemasukarbarangdari PejabatBea
dan Cukaiyang mengawasiPS Tujuan.

8. PejabatBea dan Cukai yang menanganiadministrasi manifest
menerimahasil cetakresponpersetujuanPLP yang telahdiberikan
catatanmengenaketidaksesuaiamomor,ukuran, dan jumlah peti
kemasatau jenis dan jumlah kemasardari PejabatBea dan Cukai
yang mengawasi PS Asal untuk penyelesaiatebih lanjut.

9. PejabatBea dan Cukai yang menanganipenindakandan penyidikan
Menerima hasil cetak respon persetujuanPLP yang telah diberikan
catatan mengenaiketidaksesuaiamomor, ukuran, dan jumlah peti
kemas atau jenis dan jumlah kemasan atau catatan mengenai
kerusakantandapengamaimari Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi
TPSTujuanuntuk penelitianlebih lanjut.

. PascaPemindahaiKemasan/Petikemas

1 SKP di Kantor Pabeanmelakukan rekonsiliasi pelaksanaan PLP
berdasarkardata persetujuanPLP, data pengeluararbarang dari
TPS Asal, dan datapemasukaitarangke TPSTujuan.

2. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifest
melakukan monitoring pelaksanaanPLP melalui SKP di Kantor
PabeanDalam hal SKP di Kantor Pabeanidak berhasilmelakukan
rekonsiliasi, melakukan penelitian alasan tidak terjadinya
rekonsiliasidan jika perlu, menindaklanjutinyadengan meminta
konftrmasi kepada PengusahalPS Asal, PengusahalPS Tujuan,
PejabatBea dan Cukaiyang mengawasiPS Asal, dan/atau Pejabat
Bea dan Cukaiyang mengawaslPS Tujuan.
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D. PembatalarrLP

PemohonPLP:

a. menyiapkanpermohonanpembatalanPLP dalambentuk data
elektronikdenganmenyebutkaralasannyaglan

b. mengirimkardata permohonampembatalarPLP kepadaKepala
Kantor Pabeanu.p. PejabatBea dan Cukai yang menangani
administrasimanifestmelaluisistemTPS Online.

2. Sistem KomputerPelayananSKP) di Kantor Pabeanmenerimadata

permohonan pembatalan PLP dari Pemohon PLP dan
meneruskannyakepada PejabatBea dan Cukai yang menangani
administrasimanifest..

3. PejabaBea dan Cukaiyangmenanganadministrasimanifest:

a. Menerimadata permohonarpembatalarPLP;
b. MenelitipermohonanmpembatalanPLP meliputi:

I) kesesuaiadatayang tercantundalam permohonampembatalan
PLP dengarnyangtercantumdalampersetujuarPLP;

2) alasanpermohonampembatalafPLPtelah sesuaketentuandan

3) permohonanpembatalantelah mencakupseluruh kemasanatau
peti kemasyang termasukdalam | (satu) dokumenpengangkutan
(bill of lading atauairway bill) ataupos manifestdari barangimpor
yang bersangkutan.

c. Memutuskan persetujuan pembatalan PLP dan memberikan

catatanpadapersetujuarPLP yangdibatalkan, dalamhal hasil
penelitian sebagaimanadimaksud pada huruf b terpenuhi;
atau

d. Memutuskan penolakan pembatalanPLP dengan memberikan

alasan penolaka, dalam hal hasil penelitian sebagaimana
dimaksudpadahuruf b tidak terpenuhi.

4. SKP di KantorPabean:

a. dalamhal permohonarpembatalarPLP disetujui, memberikan

nomor dan tanggal pendaftaran dan mengirimkan respon
persetujuanpembatalarPLP kepadaPengusahdPS Asal dan
Pengusaha@PS Tujuan,atau

b. dalam hal permohonan pembatalaPLP ditolak, mengirimkan

respon pemberitahuanpenolakanpermohonanpembatalanPLP
kepadaPengusah@PS Asal.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
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AGUNG KUSWANDONO



